
BUPATI MAROS 

PROVIIISI SULAWESI SELATAN 

PERATURA!l B1JPATI MA.ROS 
NOMOR : '6 '[AfCV,V � � 

TENTANG 

PERUBAIIAJI ATAS PERATURAJI BUPATI MAROS JIOMOR 22 TAHUJI 2018 

-TEJl'TAIIG STAIIDAR PELAYAIIAN' PBRIZDIAII PADA DDrAS PEN.AlfAIIAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DEIIGA!l RAHMAT TUBA1' YAllG MAHA BSA 

BUPATJ IIAROS, 

Menimbang: 

Mengingat · 

a. bahwa adanya penambahan dalam Standar Pelayanan . 
Perizinan mengenai Maklumat PeJayanan dan Persyaratan 
Perizinan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Maros 
Nomor 22 Tahun 2018 tentang standar pelayanan 
perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

b. bahwa.berdasarkan __ pertimbangan sebagaimana dimaksud · 
dalam huruf a di . atas, - maka perlu menetapkan dengan . 
Peraturan Bupati tentang Perubah.an Atas Peraturan 

Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar : 

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu . 

. _. . . . .  

1. ·  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang · 
Pembentukan · Daerah-daerah T.ingkat II · di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 1959 Nomor ; 

74, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang . Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2007 Noinor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan, 

Publik (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 42, . Tambahan Lembaran Republik Indonesia\) 
Nomor 5038), . . 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234}; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bah.an Lembaran · 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang · 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Inddonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonnesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

8. Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/M.PAN /7 /2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7); 

10. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
.. Penye<iedianaaii dan Pelirnpahan . Kewenangan Pelayanan · 

Perizinan· pada Dinas Penanaman Mod.al dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 201 7 

tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan 

Pe1ayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros; 

1 1 .  Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Maros. 

MENO 1 OSK.All : 

Menetapkan : • PBRATURAlf BUPATI TB.N"IAJIG PBR1JBAHAJI ATAS 

· PBRATURA.N' BUPATI !I.AROS !10:MOR 22 TABU.N' 2018 · 

IE.tiT.AllG STAJIDAR PELAYANA!i PERIZlllA1I PADA DDfAS 

• PBll.AllAIIIAJI MODAL DAll PltLAY.AllAll TERPADU SATU V 

PlllTU. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Sta.ndar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros {Berita Daerah Kabupaten 

. Maros Tahun 2 0 1 8  Nomor 22), diubah sebagai be rik u t :  

1.  Ketentuan Pasa.1 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

( 1) Standar Pelayanan pada DPMPTSP meliputi ; 
a. izin Bidang Penanaman Modal; 
b. izin Lokasi; 
c. izin Lingkungan; 
d. izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 
e. izin Pemanfaatan Tanah; 
f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
g. Izin Usaha Industri (IUI); 
h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
j. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
k. izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha 

Toko Modern; 
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 
m. Izin Usaha Jasa Konstruksi {IUJK); 
n. izin Sarana Kesehatan; 
o. izin Praktek & Kerja Tenaga Kesehatan; 
p. izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatiban Kerja; 
q. izin Trayek Angkutan Barang dan Orang; 
r. izin Penempatan Reklame; 
s. izin Penelitian; 
t, � Operasional Penyelenggaraan Sarana Pendidikan.yang 

diselenggarakan oleh masyarakat; dan 
u. Izin Paralel, 

(2) Penjabaran Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf u tercantum da)am Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisa.hkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisihkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

3. Diantara Pasal 6 clan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB VA 
MAKLUMAT PELAYANAN 

Pasal6A 

(1) Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 
DPMPSP utuk melaksaoakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan 
yang berisikan: 
a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk meJaksanakan peJayanan 

sesuai dengan standar pelayanan: 
b. pemyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan 

melakukan perbaikan secara terus menerus; dan 
c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/ atau memberikan \) 



kompensasi .apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 
(2t Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 

sebagai berikut: 
Dengan ini kami menyatakan sanggup 
a. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan, 
b. menyelenggarakan pelayarum sesuai dengan kewajiban dan akan 

melakukan perbaikan secara terus menerus; dan 
c. dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau memberikan 
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 

· - '  -  .  

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini : 

Pasal II 

Peraturan Bupati irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini ·dengan peneropatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

1 .  

P A � A F  

------··--········-·· . . .  sck�la' . _J _ KEPAL.A f1AG\,,\i, , ,;AM§fo1i : _...,\l��--- 
DAN HAM .Ka . .  di.ill.- PMPTSP: i • 

Sckrct¥is : -. --�-+_-·----- 
\) Kab1d : t- · 

Kasuba /Kasi -4111'----- 

Diundangkan di Maros 
pada tanggal 
Plh. S DAERAB, 

... 

�­ 

Drs. H. BAHARUDDlll, MM.,PIA 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
Nip. 19590715 -98212 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR: 



IAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANH : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

MAROS NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERP.ADU SATIJ PINTIJ 
KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 

• 
STAIID.AR P&LAYAil'Alf NO. DOKUMEN: 01/SP/2018 

REVISI ; Desember 2018 

IZDI PRillSIP PEJIAllAJIAll TGL. EFEKTIF : Januari 2019 
DPMPTSP MODAL 

Unit Kerja : Seksi Perizinaa dan 1'oa Perizinan 
(1) Komponea Standar Pelayanaa yang terlrait dengan. pra•es peayampaian 

J)ela:,amm. taemce clelivery) meHputi : 

1 Persyaratan 1. Isin Prinsip PJIIDN: 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
b. BuJdi diri pemegang sabaro, daJaro hal pemegang 

saham perorangan Indonesia, melampirkan Foto Copy 
Kartu Tanda Penduduk yang roasib berlaku; 

c. NPWP Perusahaan; 
d. Bagi yang Badan Hukum Indonesia, melampirkan 

rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya 
lengkap dengan pengesaban Anggaran Dasar 
perusebaan dan persetujwm/pemberitahuan dari 
Ment.eri Hokum dan HAM, . 

e. Kerangka Rencana Kegiatan (KRK} sesuai format 
terlampir; 

f. Rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Dinas Pekerjaan 
Um.um dan Penataan Ruang; 

g. Surat kuasa asli untuk pengurnsan izin yang 
diwakilkan; 

2. Izin Prinsip Pemscahan/Perluasan PllIDN: 
a. Nomor Induk Berusaha {NIB); 
b, Foto Copy 1zin Prinsip; 
c. Fotokopi KTP Pemohon. NPWP Perusahaan; 
d. Kerangka Rencana Kegiatan (KRK) sesuai format 

terlampir; 
h. Rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 
e. Tanda terima. penyampaian LKPM dan LKPM periode 

terakhir; dan 
f. Surat Kuasa Asli bila diwakilkan. 

3. Bin Prinsip � P'IIDN: 

a. Nomor lnduk Berusaha {NlBf 
b. Fotokopi Izin Prinsip; 
g. Fotokopi KTP Pemohon, NPWP Perusa.haan 
c. Fotokopi Akta pendirian perusabaan yang baru dan 

data. pendukung untuk perubahan 
d. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode 

'--�_L__����_J_�-terakbir====��������������\J 



e. Surat Kuasa Asli bila diwakilkan 
4. b:in Prinsip Penggabunga.n. Perusa.1taan. PJIIDN: 

a. untuk masing-masing perusahaan yang akan 
bergabung: 

1) Fotokopi Izin Prinsip; 
2) Fotokopi Akta pendirian perusabaan; 
3) Kesepakatan penggabungan perusahaan; 
4) Surat Ketemngan Notaris; dan 

5) Tanda terima penya.mpaian LKPM dan LKPM periode 
terakhir. 

b, Surat Kuasa Asli bila diwakiJkan 

5� Perpanja:ngan.. LIITA : 

a. Permohonan Perpanjangan IMTA 
b. Pas photo 4 x 6 tiga lembar terbaru 
c. Foto copy Paspor 
d. Foto copy Kartu Izin TinggaJ Asing sementara/t.etap 

(KITAS/KITAP) 
e. Foto copy :rencana pe.nggunaan Tenaga Kerja Asing 

(RPI'KA) 
f. Foto Copy perjanjian kerja 
g. Asli bukti pembayaran DPKK (Biaya Kompensasi) 
h. Foto Copy IMTA lama 
i. Surat Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA 
j. Laporan keberadaan TKA 

Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

2. 1.  Pemohon ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 
Formulir, atau meJalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir serta 
memberikan penjelasan terkait Jrelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan 
berkas permohonan, jika. dmyatakan Iengkap, maka 
dilakukan registrasi melalui SPIPISE dan pemohon 
diberikan bukti tanda terima; 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi (daftar] dan dikembalikan ke pemohon untuk 
dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan o1eh staf perizinan ke Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan yang ada di Back Office, untuk 

verifikasi data dan berkas permohonan, menentukan 
bentuk kajian dan komposisi Tim teknis dan paraf 
lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis Perizinan yang berkesesuaian melakukan 
kajian teknis kesesuaian persyaratan dan permohonan, 
dan meJak:nkan kunjuugao apabila diperlukan dan jika 
memenubi syamt sesuai ketentuan dipamf lembar 
kendali bagi permohonan yang diterima; 

8. Untuk permohonan izin yang ditolak, Tim Teknis 
menerbitkan sura.t penolakan dan disarnpaikan ke 
pemohon; 

9. Untuk permohonan izin yang ditertma, maka akan 
diteru.skan ke operator perizinan untuk diproses; 

1 O. Operator meneliti. data pemohon jika lengkap selanjutoya 
diproses dan dicetak; . 

11 .  Kepala Seksi Perizinan dan Nonperizinan dan Kabid 
Perizinan memeriksa draf izin jika sesuai diparaf dan jika 

L _ _J _.L _ _..!tid�· �ak�ses��u�ai�·�d�ik�e�m�ba�l�ik�a�n�k�e�o�·nera��·to�r:.....:un�t�uk��di:!.l"cne=:rbaiki.:::· ==�;L,.__j \J 



12.KepaJa Dinas menandatangani izin dan jika tidak sesuai 
dikemha)ikan .ke Ka.bid pe.rizinan; 

13. Izin yang telah ditandatangani diregistrasi dan disahkan 
Kabid Perizinan (Tata usaha SPIPISE). 

14.Petugas penyerahan izin menyampaikan ke pemohon 
bahwa izinnya telah selesai dan dapat diambil di loket 
penyerahan; 

15.Petugas Loket Penyerahan menyerabkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
pendaftaran dan kesesuaian identitas nemohon. 

3. Jangka Waktu 5 (lima) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
Pelavanan lena:kan dan benar 

4. Biava/Tarif Rp. 0,- IBebas B.iaval 
5. Produk Izin Prinsip Penanaman Modal berlaku selama jangka waktu 

Pelayanan penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahun tergantung karakteristik bidang usahanya, di 

cetak di atas kertas A4 70 gram, resmi dengan tandatangan 
dan can stemoel basah 

6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Pengaduan, Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
saran dan loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 
masukan 2. Saran dan aduan disampaikau meJalui JoJret pengaduan, 

kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, website dan email 
yang telah disiapkan DPMPTSP sebagai berikut : 

<· Website : dpmptsp.maroskab.gc.id, 
Email : dQmQts12maro§@2II1ail.com. 

·:· Surat penga.duan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
·:· Teln I Fax : {0411 l 388 23 96 

2). Xomponen StaniJar Pelayanan yang terlrait denpa proses pengeloJaan 
pelayanan di intemaJ orpniwasi (manufacturing) meliputl : 

UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, 

4. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tcntang i\k::,i 

Pencegahan dan Pemberantasan Korn.psi tahun 2016 
dan Tahun 2017. 

5. Peratu:ra.n Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 
Bad.an Koonlinasi Penaoaman Modal. 

6. Perpres No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang 
Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyarat.an Di Bidang Penanaman Modal. 

7. Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Berusaha. 

8. Peraturan Pe:merintah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik. 

9. Perka BKPM No 4 Thn 2014 tentang SPIPISE. 
10.Perka BKPM Norn.or 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengendalian Pel.aksanaan Penanarnan 
Modal. 

11.Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pelilnpahan Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Kantor 
Pelay.anan Terpadu Sa.tu Pintu Kabupaten Maro� 
se · telah diubah Peraturan Bu ti . \) 



Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang peru.ba.han 
Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Penyederbanaau dan .Pelimpabau 
Kewenanga.n Perizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pela.yanan Terpadu Sa.tu Pintu Kabupaten Maros. 

2. Saran a, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

1. Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, w� aJat 
penyimpanan data (database}, alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana; 

Ins1alasi tistrik, t:elpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang rapat/pertenman, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi clan pengaduan., Ruang tunggu her AC, 
Lapaogan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses 
internet 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

1.  Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPfSP 

2. Pend:idikan Sekurang-kurang D3 dan memahami 
dengan baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 

3. Danat menaooerasikan komouter 
4. Pengawasan 

Internal 

5. Jumlah 

Pelaksana 
6. Jaminan 

Pelayanan 

7. Jaminan 

Kea.manan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Pengawasan Internal clilakukan langsung oleh maaing­ 
masing Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskao 
khusus oleh KenaJa. DPMPTSP 

1. 3 Orang di Front Office 
2. 6 Orang termasuk Kepala Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Stand.ar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pe1ayanan 
(SP) yang berlaku, dan jika 1idak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan atau pe1aporan sesuai 
dengan neraturan dang-undangan vana berlaku. 
Setiap pemohon yang mengilruti prosedur yang telah 
ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama 
di ruang pe.Jayanan {front Office), termasuk keamanan 
berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbim.ya � hak atas intormasi serta pelayanan 
yang tenat waktu. 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

8. Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu 
kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bn1an oleh 

��_.1__�����__i_:D=PMPI'S�:...==p���������������---'\.J 



• 
STAllDAR PBLAYA!IAB NO. DOKUMEN: 02/SP/2018 

REVISI : Desember 2018 

IZlll LOKASI 
TGL. EFEKTIF � Januarl 2019 

DPMPTSP 

Unit Kerja : Se.bi Perizinau clan. lion Perizinan 
(1) Komponen Stamlar Pelayanan yang terkait clengan proses penyam.paian 

pelayaaan (service cleJive.ry) meliputi : 

Persyaratan Permohonan Isin Lolcasi Baru: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi 

yang berbadan hukum. 
3. Fot.okopi lPPM yang masih ber1aku 
4. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan 

pembebasan tauab dan/atau menyediakan tempat 
penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak di 
atas tanah (bagi 1ahan yang belum beralas hak sesuai 
luas yang dimohonkan) bermaterai Rp. 6.000,00. 

5. Rekomendasi Teknis dari Instansi Teknis dan Gambar 
/ Sketsa taoab yang dimobon dari BPN I ATR 
Kabupaten/Kota. 

6. Surat Pernyataan keabsaban dan kebenaran atas 
dokumen pendaftaran, 

7. Fotokopi Surat I Dokumen Status Hak Tanah I 
Bangunan dalam bentuk Sertifikat / Akta Tanah / 
Sewa I Kontrak 

8. Surat Kuasa Asli bi.la diwakilkan bermaterai Rp. 
6.000,00 

Pennohona.n. .&in Lokasi Perfuasan/Perubahan : 
1. Reka:man Izin Lokasi tambahan; 
2. Fotokopi KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan; 
3. NPWP Perusahaan Kantor Pratama Kab. Maros; 
4. Rekomendasi Telmis tambahan dari Instansi Teknis 

dan Gambar / Sketsa tanah yang dimohon; 
5. Fotokopi Surat f Dokumen Status Hak Tanah / 

Bangunan da)am bentuk Sertifikat / Akta Tanah I 
Sewa / Kontrak, t.ambahan/ perubahan luas tanah; 

6. Surat Pem.yataan keabsahan dan kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

7. Surat Kuasa Asli bila diwaki)kan bermaterai Rp. 
6.000,00. 

Permohonan Perpanjangan : 
1. Izin Lokasi asli; 
2. Fotokopi KTP Pemohon atau pimpi:nan Perusahaan; 
3. NPWP Perusabaan Kantor Pm.tam.a Kab. Maros; 
4. Surat Pemyataan keabsabau dan kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
Surat Kuasa Asli bila diwakilkao bermaterai Rp. 
6.00000 

Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

2. 1. Pemohon ke loket informasi pada DPMPfSP mengambil 
Formulir, atau meJalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerahkan form.ulir serta 
membe.rikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 

L--�--1..������--1..��Pe�n�d�aftaran���"i�k.a�su�d�ah��re=cc=J=-�������---'\J 



3. Jangka Waktu 
Pe1ayanan 

4. . Biava/Tarif 
5. Produk 

Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan  
masukan 

3. Petugas Loket Pend.aft.a.ran memeriksa kelengkapan 
berkas permohonan, jika dinyatakan Jengkap, maka 
dilakukan registrasi pada aplikasi dan pemohon 
diberikan bukti tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi (daftar} dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ada di Back 

Office, untuk verifikasi data pada aplikasi dan berkas 
pennohonan, menentukan bentuk kajian dan 
komposisi Tim teknis dan pa.raf Jembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap 
permohonan izin yang dit.erima, melalrukan kunjungan 
1apangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan rekomendasi diterima atau dito1aknya 
suatu permohonan Izin kepada Kepala DPMPTSP; 

K Untuk pennohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan 

9. Untuk permohonan .izin yang diterima, akan diteruskan 
ke operator perizinan untuk pencetakan izin; 

10.lzin yang telah dicetak diserahkan ke Kepala Seksi 
Perizi.nan dan non perizinan dan Kabid 
Penyelenggaman Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang telah diparaf diteruskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan izin; 

13.Izin yang telah ditanda.tangani kepa1a DPMJYfSP 
diteruskan ke petu.gas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya te1ah selesai 
dan dapat ctiambil di loket penyerahan; 

14.Petugas Loket Penyemban menyernbkan 1zin kepada 
pemohon, dengan terlebih dabuJu memeriksa bukti 

� - dan kesesua:ian identitas nemohon. 
5 (lima) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
l · clan benar 
Rp. 0,- (Bebas Biaya) 
1zin Lokasi berlaku selama 3 {tiga) tahun, di cetak di atas 
kertas F4 70 gram, resmi dengan tandatangan dan cap 
stemnel basah 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawa.san, Pengaduan clan Pelaporan atau staf 
Joket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepa1a Dinas. 

2. Saran clan aduan disampa:ikan melalui loket 
pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, 
website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@gmail.com. 
+ Surat pengad:uan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
•) Telo I Fax : (0411} 388 23 96 

2). '.Kompo.aea Stan,lar Pelayaaan yang terkait dengan proses peagelolaa.a \.) 
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 



... 

2. Sarana, 
Prasarana, 
da.n/ata.u 
Fasili.tas. 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

4. . Pengawasan 
Internal 

5. JumJab 

PeJaksana 
6. Jaminan 

Pelayanan 

7. Jaroiuan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

2. Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Beru.sab.a. 

3. Pemturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

5. Peraturan Kepa]a Badan Pertanahan Nasional Norn.or 2 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis 
Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan 
lzin Lokasi dan lzin Perubahan Penggu.naan Tanah. 

6. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhauaan dan Pelimpaban Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu Kabupaten Maros 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang peru.bahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 ten.tang Penyederbanaan dan Pelimpahan 
Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros. 

7. Peraturan Bupati Maros Nomor 07 Tahun 2018 
tentang Penerbitan Izin Lokasi Dan Izin Pemanfaatan 
Tanab Di Kabu ten Maros. 

1.  Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Seiver, Scanner, CCTV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Aisip, Wifi, alat 
penyimpanan data (database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang rapat/pertemuan, ruang peJayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/ dolrumentasi, 
rnang sistem kontrol, rnang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hfburan TV dan akses 
internet 

1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP. 

2. Pendidikan Sekurang-kumng 03 dan memahami 

dengan baik berbagai regu]asi terkait Perizinan. 
3. Da t m  ·  kom ter, 

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing­ 
masing Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Ke la DPMPTSP 

1. 2 Orang di Front Office 
2. 6 termasuk Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai 
den an ketentuan raturan -undan an. 



Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama 
Keselamatan di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan 
Pelayanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 

kepada terbitnya izin, hak atas infonna.si serta pelayanan 
vane teoat waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM) dan akan dievaluasi minima) setiap 6 buJan oleh 
DPMPTSP \) 



• 
STAIIDAR PELAYAllAll NO. DOKUMEN: 03/SP/2018 

REVISI : Desember 2018 
lZIN LlliGKmiGAN TGL EFEKTIF : Januari 2019 DPJIPTSp 

2. Sistem, 
Mekanisme clan 
Prosedur 

Permohonan 1zin Lingkungan : 
1. Nomor Induk: Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi Alrte Pendirian Perusanaan bagi usaba 

berbadan hUkum; 
3. Foto.kopi KTP Penanggungjawab/Pemilik; 
4. Surat Pernyataan Tetangga {Disahkan oleh Dusun/ 

Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat setempat ) 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

5. Fotokopi Dokumen SPPL/UKL-UPL/ AMDAL ; 
6. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari SKPD DUID· 

clan ' 
7. Surat Kuasa Asli bila diwakiJkan. 
1. Pemohon ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 

Formulir, atau melalui Website. 
2. Petugas Ioket infonnasi menyerabkan fo:rmulir serta. 

memberikan penjelasan t.erkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya. ke loket 
Pendaftaran jika sudab lengkap. 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan 
berkas pennohonan, jika d:inyatakan lengkap, maka 
dilakukan zegistrasi pada aplikasi dan pemohon 
diberfkan bukti tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi {daftar) dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke B:idang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ada di Back 

Offi.ce, untuk verifikasi data pada aplikasi dan ber.kas 
permohonan, menentukan bentuk kajian dan 
komposisi Tiw t.eknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikemhalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanjutnya meJakukan kajian teknis terhadap 
permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan 
Japangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitlmn rekomendas.i diterfma atau ditnlaknya 
suatu pennohonan izin; 

8. Untuk permohonan izi.n yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan untuk disampaikan 
kepada pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterima, akan diteruskan 
ke operator perizinan untuk pencetakan izin; 

1 O. Izin yang te1ah dicetak diserahkan ke Kepa]a Seksi 
Perizinan dan non perizinan clan Kabid 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemobon dengan naskah Izin. 

11.jika. datanya benar diparaf dan jika tidak sesuat 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12.Izin. yang te1ah diparaf diteruskan oleh staf pe� ke 
Ke Dinas DPMPTSP unruk nandatan anan izm; 0 



R . 0,- Bebas Bia a 

13. I� yang telah ditandatangani kepala DPMPTSP 
diternskan ke petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya te.Jah selesai 
dan dapat diam.bi! di loket penyerahan; clan 

14.Petugas Loket Penyerahan menyembkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 

ndaftanm dan kesesuaian identitas ohon. 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepa]a Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui .loket 
pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, 
website dan email yang tela.h disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut : 
+ Website: dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@grnail.com. 
+ Surat pengaduan : JI Asoka Nomor 1 Maros 
•) Tel Fax ; 0411 388 23 96 

7 (tajuh) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
dan benar. 

Izin Lingkungan berlaku se1ama perusahaan menjalankan 
kegiatan usahanya, di cetak di atas kertas F4 70 gram, 
resmi d an tandatan dan ca stem I basah. 

3. Jangka Waktu 
Pela anan 

4. Bia a Tarif 
5. Produk 

Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan  
masukan 

�). Komponen Stanifa• PeJa,anaa yang terkait dengan prosea peagelo)aaa 
pelayanan di iDterDa1 orpnisasi (men11f11ctu.ring) meliputi : 

1 Dasar Hukum 1. UU No. 32 iahun 2009 Tentang perlindungan dan 
pengelolaan Llngkungan bidup; 

· 2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang 1zin 
Lingkungan; 

3. Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 Tent.ang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 

4. Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata 
Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen 
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Llngkungan. 

5. Permen LH 30/ 2009 Ten.tang Tata lalcasana Perizinan 
dan Pengawasan PLB3 Sert.a pengawasan pemulihan 
alabat pencemaran LB3 oleh Pemda; dan 

6. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tent.ang 
Penyederbanaan dan Pelimpahan Kewenangan 

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros sebagaimana 
te1ah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 89 
Tahun 2017 tentang Peruhaban Kedua Atas Peraturan 
Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhauaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Perizioao pa.da Dinas Penaoaman Modal dan Pelayanan 
'II Satu Pin.tu Ka.bu :ten Maros. 

2. Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

1.  Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Seiver, Scanner, CC'IV, 
Kamera, Proyektor, I eroari Arsip, Wifi, alat 
penyimpanan data {database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
InstaJasi 1istrik, tefpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang rapat/pertemua� ruang pelayanan, ruang 

duan, ru · · dokumentasi, \) 
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ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 
3. Fasilitas : 

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses 
Internet 

3. 

7. 

8. 

Kompetensi 
Pelaksana 

Jaroiuan 

Keamanan dan 
KeseJamatan 
Pe1ayanan 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP 

2. Pendidikan Sekurang-kurang 03 dan memahami 
dengan baik berbagai regu1asi terkait Perizioan. 

3. Dapat mengoperasikan komouter 
Pengawasan Internal dilakukan Jangsung oleh masing­ 
masing Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskan 
khusus o1eh Kenala DPMPTSP. 

1. 3 Orang di Front Office 
2. 6 Orang termasuk Keoala Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses miui:maJ sesuai dengan 
St.andar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemobon da:pat 
menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai 
d peraturan dane-undanean vane berlaku. 

Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang teJah 
ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama 
di ruang pelayanan {front Office), termasuk keamanan 
berkas pennohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbitnya izin, hak atas infurmasi serta pelayanan 
vane tenat waktu. 
Kesesuaian proses pe1ayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu 
kendali, penyelenggaraan SUrvey Kepuasan Masyarakat 
{SKM) dan akan dievaluasi. nrlnimal setiap 6 bulan oleh 
DPMPTSP \.) 

4. Pengawasan 
Internal 

5. Jumlah 
Pelaksana 

6. Jaminan 
Pelayanan 



... 

• 
STA5DAR PELAYAJLUr NO. DOKUMEN: 05/SP/2018 

IZlll' PDIL\lnPAATU TABAK REVISI : Desember 2018 
TGL. EFEKTIF : Januari 2019 DPIIPTSP 
2018 

Unit Ketja :Se.ksiPerizinandaa Boa Perlzinaa 
{1) Kom.ponenStandarPelayanaa yang terkaitdeugan · roses 

peuyampaianpeJa,aaan. (service deliveiy) �: 

a. Permohonan Baru: 

1. Nomor �duk Berusaha (NIB); 
2. Fo�kop1 KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan 

bagi yang berbadan hukum; 
3. Fotokopi IPPM yang masih berlaku; 
4. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan 

pemebebasan tanah dan/ atau menyediakan tempat 
penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak di 
atas tanah bermaterai Rp. 6.000.00; 

5. Rekomendasi Teknis da.ri Insta.nsi Teknis dan Gambar 
I Sketsa tanah yang dimohon dari BPN f ATR Kabupaten/Kota; 

6. Fotokopi Surat I Dokumen Status Hak Tanah / 
Bangunan da)aro bentuk Sertifikat / Akta Tanah / 
Sewa I Kontrak; 

7. Surat Pemyataan keabsabau dan kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; da.n 

8. Surat Kuasa Asli bila diwakilk.an bennaterai Rp. 
6.000.00. 

2. Sistem, 
Mekavisme dan 

Prosed.Ur 

b. Untuk per,nohonan. perubahan data: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Izin Pemantaatan tanah lama; 
3. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan 
4. NPWP Perusahaan Kantor Prata.ma Kab. Maros; 
5. Rekomendasi Teknis tambahan. dari Instansi Teknis 

dan Gambar I Sketsa tanah yang dimohon; 
6. Fotokopi Surat / Dokumen Status Hak Tanah I 

Bangunan dalam bentuk Sertifikat / Akta Tanah / 
Sewa I Kontrak, tambaban/perubahan luas tanah; 

7. Surat Pern.yataan .keabsahan dan kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; dan 
8. Surat Kuasa Asli bi1a diwakilkan bennaterai 

R . 6.000.00. 
1. Pemohon ke loket informasi pada DPMPTSP 

mengambil FornmJir, atau melalui Website. 
2. Petugas loket :informasi menyemhkan formulir serta 

memberikan penjeJasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftanm memeriksa keJengkapan 
berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka 
dilakukan registra.si pada aplikasi clan pemohon 
diberikan bukti tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi [daftar] dan dikemba]ikao ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. Ber.kas permohonan yang telah dinyatakao lengkap 
cliteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ada di 
Back O untuk verifikasi data da a · asi clan \) 



3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

4. Biava/Tarif 
5. Produk 

Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan 
masukan 

ber.kas permohonan, menentukan bentuk kajian clan 
. �omposisi Tim t.eknis dan paraf Jembar kendali; 

6. Jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke Ioket 
pendaftaran; 

7. Tim !eknis sesuai dengan surat tugas yang ad.a, 
selanjutnya me.Ia.k:ukan kajian te.knis terhadap 
permohonan Izin yang diterima, melakukan kunjungan 
lapangan b.ila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan l'clromendasi diterima atau dito1aknya 
suatu permohonan izin kepada Kepa]a DPMPTSP; 

8. Untuk. . permohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan. 

9. Untuk pennobonan izin yang diterima, akan 
diteruskan 1re operator perlzinan untuk pencetakan 
izin; 

10.Izin yang telah dicetak disernbkau ke Kepala Seksi 
Perizinan dan non perizinan dan Kabid 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon deogan naskah Izin. 

11.jika datanya benar dipara.f dan jika. tidak: sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12.Izin yang t.elah dipa.rnf dit.eruskan oleh staf perizinan 
ke Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan 
izin; 

13.Izin yang telah dit.andat.angani kepala DPMPI'SP 
diteruskan ke petugas penyeraban izin untuk 
registrasi dan distempel dan .5e1anjutnya 
menyampa.ikan ke pemohon bahwa izinnya telah 
selesai dan dapat diambil di loket penyerahan; 

14.Petugas Loket Penyeraban menyerabJran lzin kepada 
pemohon, dengan terlehih dahulu :memeriksa bukti 
nendaftaran dan kesesuaian identitas oemohon . 

5 (lima] Harl kerja sejak. berkas diterima dan dinyatakan 
Ienzkan dan benar 
Rp. 0,- l.Bebas Bia.val 
Izin Pemanfaatan Tanah berlaku untuk jangka waktu 6 
(enam) bu.Jan dan dapat diperpanjang hanya unmk 1 (satu) 
kali, di cetak di atas kcrta:s F4 70 gmm, te�Hu der1.gM.r1. 

tandatanaan dan cap stemoel basah 
1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh 

Kepala Seksi. Pengawasan, Pengaduan clan Pelaporan 
atau staf Ioket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala 
Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaik:an me1alui loket 
pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximi1e, 
website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@gmail.com. 
•!• Surat pengaduan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
•!• Telo I Fax: {0411} 388 23 96 

2). Ko.mpoaea Stauilar Pela:,amm yang terkait deapa proses pengelo1aan 
pelayaaaa di iDtema1 oi-pnisui (m.an.u.fac:turi mellputi : 

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 

2. Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Berusaha. 

3. Peraturan Pem.erintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentan Pelaksanaan Undan -Undan Nomor 25 '1 



2. Sarana, Prasarana, 
dan./ atauFasilitas. 

3. Kompetensi Pelaksana 

4. Pengawasan Internal 

5. Jumlah Pelaksana 

6. Jaminan PeJayanan 

7. Jaroioan Keamanao rum 

Keselamatan Pelayauan 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;. 
4. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 

Tentang Pela.ya.nan Perizinan Berusaba 
Terint:egrasi Secara Elekt.ronik; 

5. Pemturan Ke_pa]a Badan Pe.rtanabao Nasional 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam 
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin Lokasi 
dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. 

6. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 
tentang Penyederbanaao dan Pelimpaban 
Kewenaogan Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Maros sebagaimana telab diubah 
dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 89 
Tahun 2017 tentang perubaban Kedua Atas 
Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 
tentang Penyederhaoaan dan Pelimpahau 
Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu 
Kabupaten Maros. 

7. Peratumn Bupati Maros Nomor 07 Tahun 2018 
tentang Penerbitan Izin Lokasi Dan Izin 
Pemanfaatan Tanah Di Kabunaten Maros. 

1.  Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, .Komputer Server, Scanner, 
CC'IV, Kamera, Proyektor, Lema.ti Arsip, Wifi, 
alat penyimpanan data {database), alat kontrol, 
alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan 
keindabau Kantor. 

2. Pxasarana: 

Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang 
kerja, ruang ra-pa.t/ pertemuan, ruang pe.Jayanan, 
ruang pengaduan, ruang penyimpanan 
arsip/ dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang 
entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas: 

Media informas.i dan pengaduan, R:uang tunggu 
ber AC� Lapangan Parldr Gratis, sarana hiburan 
TV dan akses internet 

1. Pendidikan sekumng-kunmgnya SLTA dan telab 
mernilikl Sertifikat Service Excellent bagi Petngas 
Pelayanan di DPMPTSP 

2. Pendirukan Sekurang-kurang D3 dan memahami 
dengan baik berbagai regu]asi terkait Perizinan 

3. Daoat ·• komnuter 
Pengawasan Internal dilaknkan langsung oleh 
masing-roasiug Kepala Seksi dan Kepala Bidang 
yang dituzaskan khusus oleh Keoala DPMPTSP 

1. 3 Orang di Front Office 
2. 6 Oranz termasuk Keoola Dinas di Back Office 

Permobonan Izin akan diproses minimal sesuai 
dengan Staudar Operational Prosedur (SOP) rum 

Standar Pelayanan (SP} yang berlaku, dan jika tidak 
sesuai, pemohon dapat menyampaikau pengaduan 
dan atau pelaporan sesuai dengan peraturan 

• undaru!an yang berlaku. 
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan 
selama di ruang pelayanan {front Office), termasuk 
keamanan berkas permohonan selama proses 
ber1an2:sun2: hini?J!:a ken::ida terbitoya izin, hak atas \J 



8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan 
Standar PeJayanan (SP) akan dimonitoring meJalui 
mekanisme kartu kendali, penyelenggaraan Survey 
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi 
minimal setia 6 bulan oleh DPMPTSP 



... 

• 
STAJIDAR PEL&YAJl'AS NO. DO.KUMEN; 06/SP/2018 

REVIS! 

1ZDI' 1IBIID1RIKAJI BAIIGUlfAJ( TGL. EFEKTIF: 1 Pebruari 2018 
DPIIPTSP 

Unit Kerja : Seksi Perizinan daa lion Perizinan 
f 1) Kompoaea Staadar Pe1ayaaaa yang terkalt clengan proses peayam.paiaa 

pelayanan {service 4e1ivesy) meliputi : 

a. lzin JleruflrUcan Bangun.an (1.IIBJ Perorangan (Non 
Komerstal} : 

1. Surat Pemyataan Tetangga Batas Tanah (Disabkan 
oleh Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat 
setempat )di)amp:iri Fotokopi KTP tctangga; 

2. Fotokopi bukti kepemilikan tan.ah yang sah (Serifikat, 
Akta .Jual Beli, Akta Hibah, Pengalihan Tanah 
Garapan dan Alas Hak Tanah dari yang berwenang); 

3. Garn.bar Rencana. Bangunan yang ditandatangani 
pemohon; 

4. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 
tahun terakbir; 

5. Surat pernyataan kesesuaian bangunan dengan 
permohonan serta keabsahan dan keaslian dokumen 
pendaftaran; dan 

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang 
masih ber.laku; 

b. Iztn Menc.flrtkan Bangunan (IldBJ Perorangan/Badan 
Usaha(Ko�: 

1. SUrat Pem.yata.an 1.'etangga Batas Ta.nab (Disahkan 
oleh Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat 
setempat] dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sah (Serifikat, 
Akta Jual Beli, Akta Hibah, Peogalibao Tanah 
Garapan dan Alas Hak Tanah dari yang berwenang}; 

3. Gatnbar Situasi Lokasi Bangunan (Site Plan) dari 
Dinas PU dan Penataan Ruang; 

4. Garo.bar Konstruksi Rencana Bangunan dari Dinas 
PU dan Penataan Ruang; 

5. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 
tahun terakhir; 

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP) pemohon yang 
masih berlaku; 

7. Advice Planning (Rekomendasi Kesesuaian Ruang) 
dari SKPD Teknis yang belwenang; 

8. NPWP Daerah Kabupaten Maros; 
7. Surat pemyataan kesesuaian bangunan dengan 

permohonan serta keabsahan dan keaslian dokumen 
pendaftaran; 

9. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman modal {IPPM); 
10. Fotokopi Amdal 1a1in untuk yang dipersyaratkan; 

11.  Fotokopi Izin Loka.si; dan 
12. Fotokopi Izin Lingkungan ; 

c. Persya.ratan Isin Mendirikan Bangunan Bali.k Nama 

/Penggant:lan ; 

1. Smat Permohonan. 
2. Fotoko · surat ki tanah sah V 



.. 

4. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 

5. Permenpera Nomor 10 ta.bun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan · Perumahan dan Kawasan 
Pemnkiman dengan Hunian Berimbang sebagaimana 
telah diubah dengan Permenpera Nomor 7 Tahun 
2013; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Peruhaban atas Peruturan Daerah 
Kabupaten Ma.ms Nomor 2 t.a.hun 2012 tent.ang 
Retnlmsi Perizinan Tertentu 

7. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 
tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pe1ayanan Te:rpadu Satu Pintu Kabupaten Maros 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua At.as Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan 
Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pcla.vanan Terna.du Satu Pintu Kabuoaten Maros. 

1. Sarana: 
Me� kursj, aJat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCIV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Wifi, alat 
penyimpanan data (database}, alat kontrol, alat 
telekomunikas.i, samna kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana; 
Instalasi Iistrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang mpat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan,. ruang penyimpanan arsip/ dokumentasi, 
ruang sistem kontro], ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber 
AC, Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan 
akses internet 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

Kompetensi 
Pelaksana 

Pengawasan 
Internal 

Jumlab 
Pelaksana 
Jaminan 
Pelayanan 

Jaminan 
Kearnanan dan 
Keselamatan 
Pe1ayanan 

Evaluasi Kineria 

1. Pendidikan sekurang-kumngnya SLTA dan te1ah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP 

2. Pendidikan Sekurang-kurang D3 clan memahami 
dengan ba:ik berbagai regulasi terkait Perizinan. 

3. Daoat me ikan komouter 
Pengawasan Internal dilakukan 1angsung oleh masing­ 
masing Kepa]a Seksi dan Kepa]a Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Kenala DPMPTSP 

1. 3 Orang di Front Office 

2. 6 Orana tennasuk v.-.�,� Dinas di Back Office 
Permohonan Izin akan diproses min:ima1 sesuai dengan 
Standar Operational Prosedur {SOP} dan Standar 
Pelayanan {SP} yang berlaku, dan jika tidak sesuai, 
pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau 
pe1aporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
vana berlaku. 
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan akan mendapatkan jamioan kearoauan selama 
di ruang pelayanan (front Office), termasuk keam� 
berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pe]ayanan 
v� tenet waktu. 
Kesesuaian oroses �lavanan terhadao SOP dan Standar \J 



.- - 

• 
STAllDAR PBLA.YAllAll NO. DOKUMEN : 07 /SP/2018 

REVIS-I : Desember 2018 

DPIIPTSP 
IZll( USAHA DIDUSTRI TGL EFEKTIF : Januari 2019 

u� Kerja : Seb1 Perizinan dan Bon Perizinaa 
(tt Komponeu Staadar PeJayanaa yang te.rkait deagaa pl'ONa pea:,ampeiaa 

pelayanan (service deliveq, meliputi : 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

Permohonan .&in. Usaha Industri baru : 

1.  Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau 

Perubahannya, k:husus bagi perusahaan yang 
berbentuk Pe.rseroan Terbatas akte tersebut t.elah 
disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM· 

' 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik 
ata.u penanggung jawab Perusahaan; 

4. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB}; 
5. Pas Foto 3x4 cm (tatar merah] terbaru; 
6. Surat Pernyata.an Tetangga (Disahkan oleh 

Dusun/Llngkungan, Desa/Lurah dan Ca.mat 
setempat ) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

7. Surat Keterangan dari pengelola .Kawasan Industri 
bagi yang berlokasi di Kawasan Industri; 

8. Surat Pemyataan Jreabsahao dan kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

9. Surat Pernyataan mematuhi ketentuan 
pembangunan pabrik: dan sarana industri; 

10. Surat kuasa apabila diwakilkan; 
11 .  Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak kabupaten 

Maros; dan 
12.Fotokopi Rekomendasi/Kartu BPJS 

Ketenagakerjaan/kesehatan. 
b. Isin Perluclsan l1H dengan persya.rman sebaga.i. 

berikut: 

1. Nomor Induk Bernsaha {NIB}; 
2. Fotokopi IUI asli; 
3. Fotokopi K.artu Tand.a Penduduk {KTP) pemilik atau 

penanggungjawab perusahaan; 
4. Pas foto 3x4 cm {latar merah) terbaru; 
5. Dokumen rencana perlnasan; dan 
6. Data industri 2 (dua) tahun terakhir. 

c. .Perubahan. Data IUl dengan. pe'f"S1JG.ratan sebagai 

beri.kut: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi JUI asli; 
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudu.k (KTP) pemilik 

atau penanggung jawab perusahaan; 
4. Surat Pernyataan Tetangga (Disahkan oleh 

Dusun/Lingkungan setempat ) dilampiri Fotokopi 
KTP tetangga; 

5. Fotok.opi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Kabupaten Maros; dan 

6. Pas foto 3x4 cm tarmerah terbaru; 
1. Pemohon ke loket informasi pada DPMPI'SP mengambil 

Formulir, atau melalui Website. 
2. Petugas loket in:form.a.si menyerahkan formulir serta 

memberikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftamn jika sudah lengkap; 

3. Petu as Loket Pendaftamn memeriksa kelen \.) 



5. Produk 
Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan  
masukan 

�rkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka 
dilakukan registrasi pada aplikasi clan pemohon diberikan bukti tanda terima. 

4. J�. bel� lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi (daftar) dan dikemba)ikan ke pem.ohon 
untu.k dilengkapi; 

5. �rkas perm.ohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pe1ayanan Periz:inan yang ada di Back 

Office, untuk verifikasi data pada aplikasi clan berkas 
permohonan, menentukan bentuk kajian dan 
�omposisi Tim teknis clan para! lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket pendaftaran; 
7. Tim :eknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 

se1anJutnya meJakukan kajian teknis terhadap 
permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan 
lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan BAPL clan rekomendasi diterima atau 
dito1a.knya suatu permohonan izin kepada Kepala 
DPMPTSP; 

8. Untuk perm.ohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat peno1akan untuk disampaikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterima, akan diteruskan 
ke operator perizina.n untuk peneetakan .izin; 

10.Izin yang telah diceta.k disembkao ke Kepa]a Seksi 
Periziuau dan non per1z1nan <tan Kama 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah lzin. 

11.jika datanya benar diparaf clan jika tidak sesuar 
dikembalikan ke operator untuk dipeTbaiki; 

12. Izin yang telah di])araf diternskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan izin; 

13.Izin yang tel.ah ditandatangani kepala DPMPTSP 
diternskan ke petuga.s penyeraban izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampaikao ke pemohon bahwa. izinnya telah selesai 
dan dapat diambil di loket penyerahem; da.n 

14. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 

ndaftaran dan kesesuaian identitas ohon. 
5 (lima) hari kerja sejak berkas ditcrima dan dinyatakan 
len dan benar 

lzin Usaha Indusri berlaku selama Perusahaan Industri 
yang bersangk:utan melakukan kegiatan 11saba Industri 
sesuai dengan lUI yang dimiliki, di cetak di atas kertas F4 
70 , resmi den tanda dan stem l basah 

L Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui Ioket 
pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faxim.ile, 
website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut : 
+ Website: dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@gmail.com. 
+ Surat pengaduan : J1 Asoka Nomor 1 Maros 
+ Tel Fa:x: 0411 388 23 96 \J 



;; 2). Komponen Standar PeJayanan yang ·terJrait clenga.a pn • es peageloJaan 

,. pelayaaaa di iatenaaJ oipokesi (111811Ufacturin meliputi : 

2. Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; 
Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Berusaba. 

3. Peraturan Pe�"?11tah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pe1ayanan Penz.man Berusaba Terintegrasi Secara Elektronik; 

4. PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang usaha Industri 
5. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri 
6. PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk 

Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035 
7. Permen Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2008 

Tentang Ketentuan clan Tata Cara Pemberian Jzin 
Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar 
Industri; 

8. Permen Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7 /2011 
Tentang Jenis..Jenis Industri DaJam Pembinaan 
Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan 
Kementerian Perindustrian; 

9. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Periztnan pada Din.as Penanaman Modal dan 
Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros 
sebagairoana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Penyederhanaan dan Pefunpahan 
Kewenangau Perizinan pada Dinas Peuanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten M'll"o». 

10.Peraturan Bupati Maros Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Dan 
Izin Perluasan Di Kabu ten Maros. 

I. Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Wifi, alat 
penyimpanan data {database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarans. kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
lnstalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang mpat/ pertemuan, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, 
ruang sistem kontroi rua:ng entry data. gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi clan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses 
internet 

3. Kompetensi 
Pelaksana 

4. Penga:wasan 
Internal 

5. .Jumlah 
PeJaksana 

6. Jamin.an 
Pela anan 

1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP . 

2. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahanu 
dengan baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 

3. Da t me rasikan kom uter 
Pengawasan Internal diJakukan langsung oleh masing­ 
masing Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Ke DPMPTSP 

1. 3 Orang di Front Office 
2. 6 Oran termasuk Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Standar O tiona1 Prosedur SO dan Standar Pela: anan \.) 



7. 

8. 

Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 
Pelayanan 

Evaluasi Kinerja 
Pela.ksana 

(SP) yang berlaku, rum jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan clan atau pelaporan sesuai 
d raturan run berlaku. 
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan akan mendapatkan jaminau kearnanan selama 
di ruang pela.yanan (front Office), termasuk keamanan 
berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbitnya izin, hak atas infonnasi serta pelayanan 

t twaktu. 
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pe1ayanan (SP} akan dimonitoring me1alui mekanisme 1mrtu 

kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM) dan akan dievaluasi :m:ini:ma] setiap 6 bulan oleh 
DPMPTSP \) 



• 
STAllDAR PELAY.All'All' NO. 001\.'UMEN: 08/SP/2018 

REVISI : Desember 2018 

SURAT IZDI 1JSABA TGL. EFEKTIF : Januari 2019 

DPMPTSP PERDAGAKGAN DAN TAKDA 

DAFTA.R PERUSAHAAK 

Unit Kerja :Sebi Perizinan clan lloa Perizim 

(lt Komponeu. Staadar Pe1ayaDan yang terkait deapa proses peayampaiaD 
peJa,-aa �service delivery) meliputi : 

a. Permohonan Perusahaan Persekutuan Berbentuk 
PBrsekutuan Komoditer (Cv} & Fl:rma. (Fa/ : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi Akta Not.eris Pendtrian Peruse.ha.an/ Akta 

Not.aris yang telah didaftarkB.n pada Pengadilan Negeri; 
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau 

penanggung jawab Perusahaan; 
4. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab 

Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 

latar merah; 
5. Surat Pernyataan Tetangga (Disabkan oleh 

Dusun/Llngkungan, Desa/Lurah dan Camat 
setempat ) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 
7. Bukti Pembayaran/pelunasan STTS PBB tahun 

terakhir; 
8. Surat Pernyataan Keabsaban dan Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten Maros; 
10. Fotokopi Rekomendasi/Kartu BPJS 

Ketenagakerjaan/ Kesehatan. 
b. Pflrmohonan. � Berbentuk Kope,YJ.Si : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah 

mendapatkan Pengesahan da.ri instansi yang 
berwenang; 

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
dari penanggung jawab Koperasi; 

4. Pas foto berwama penanggung jawab Koperasi ukuran 
3x4 cm sebanyak 2(dua) lembar; 

5. Surat Pernyat.aan Tetangga. (Disabkan oleh 
Dusun/Linglrungan, Desa/Lurah clan Cmnat 
setempat ) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

6. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan; 
7. Bukti Pembayaran/pelnnasan PBB tahun terakhir; 
8. Surat Pernyataan Keabsahan da.n Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

KabupatenMaros; 
10. Fotokopi Rekomendasi/ Kartu BPJS 

Ketenagakerjaan/Kesebatan. 
C. Pcrmohonan Pcrrulahaan Yang Hukum 

Pe, serocut TerfHitas (PT1 : 

L Nomor Induk Berusaha {NIB); 
2. Fotokopi akta notaris Penclirian Perusahaan; dan atau 

:fotokopi Akte Perubahao Perusahaan; 
3. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum 

Perseroan Terbatas dari Kemen1rian Hukum dan. Hak 

t___JL-�����-1..����A�s=a=Sl�·M::.:::an==u=SJB.=·1;��������������--'\J 
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Perdaeanzan Di Kabuoaten Maros. 
2. Sarana, 1. Sarana: 

Prasarana, Me� kursi, aJat tulis .kantor, checklist,� komputer, 
dan/atau Printer, Komputer Seiver, Scanner, CC'IV, Kamera, 
Fasilitas. Proyektor, Lemari Arsip, wia, alat penyimpanan data 

{database), alat kontrol, alat telekomunikasi, saran a 
kebersihan dan keindahan Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi listrik, telpon, rnang server, ruang kerja, rnang 
mpat/pertem� ruang pe1ayanan, ru.ang pengaduan, 

ruang penyimpanan arsip/ dokumentasi, ruang sistem 
kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas: 
Media Informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
La.pangan Parkir Gratis, sarana htl>uran TV dan akses 
internet. 

3. Kompetensi 1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan tela.h memiliki 
Pelaksana Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di 

DPMPTSP 
2. Pend:idiJran Sekurang--.kurang D3 dan mernabarni dengan 

baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 
3. Danat meneonerasikan komouter 

4. Pengawasan Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing 
Internal Kepa]a Seksi dan Kepa]a mdang yang dituga.skan khusus o1eh 

Keoa)a DPMPI'SP 
5. Jumlah 1.  3 Orang di Front Office 

Pe1aksana 2. 6 Orang termasuk Kenala D.ina.s di Back Office 
6. Jaminan Permohonan Izin akan di proses minimal sesuai dengan 

Pela ya.nan Standar Operational Prosedur {SOP) dan Standar Pelayanan 
{SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaik.an pengaduan dan atau pe1aporan sesuai dengan 
peraturan perundanz-undanzan yang berlaku. 

7. Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di 
Keselamatan ruang pelayanan (front Office)� termasuk keamanan berkas 
Pe1ayanan permohonan selama proses berlangsung hingga kepada 

terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat 
waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terha.dap SOP dan Standar 
Pelaksana Pela.ya.nan (SP) akan dlmonitoring melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Burvey Kepuasan Masyarakat {SKM) 
dan akan dievaluasi minimal setiao 6 bulan oleh DPMPI'SP 

\J 



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
dari penanggnngjawab/direktur utama Pemsabaan; 

5. Pas foto P-enanggung jawab atau Direktur Utama 
Perusahaan ukumn 3x4 cm 2 (dua) Jembar; 

6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP} 
kabupatenMaros; 

7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 
8. Bukti Pembayaran/Pelunasan PBB tahun 

tera.khir; 
9. Surat Pernya1aan Tetangga (Disabkan oleh 

Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat 
setempat } dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

10. Surat Pernyataan .Keabsaban dan Kebe:naran atas 
dokumen pendaftaran; dan 

11.  Fotokopi Rekomendasi/ kartu BPJS 
Ketengakerjaan/Kesehatan 

D. Pennohona.n •embuka Kantor Cabang/Perwa.ldlan. : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB}; 
2. fotokopi SIUP Kantor Pu.sat Perusahaan yang te1ah 

dilegalisir oJeh pejabat yang berwenang mencrbitkan 
SIUP; 

3. fotokopi akta notaris atau bukti la:innya tentang 
pembukaan Kantor Cabangj'Perwakilan Perusahaan; 

4. fotokopi Kn> yang masih berlaku dari pemohon; 
5. swat penunjukkan sehagai peoaoggungjawab 

Kantor Cabang /Perwakilan Perusabaan; 
6. surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaba 

Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; 
7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 
8. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir; 
9. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebe:naran atas 

dokum.en pendaftaran; 
10. Surat Pem.yataan Tetangga (Disabkan oleh 

Dusun/Linglmngan, Desa./Lurah dan Camat setempat 
l dilampiri Fot.okopi Ki'P tetangga; 

11. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang 
permohonannya diwakilkan; dan 

12. fotokopi rekomendasi/kartu BPJS Ketenagakerjaan 
/Kesehatan. 

E. Permohona.n Perusahaan Perorangan : 
1. Nomor lnduk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi Alda Pendirian Perusahaan (apab.ila ada]; 
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau 

penanggungjawab Perusahaan; 
4. Pas foto pemilik atau penanggungjawab Pernsahaan 

ukuran 3x4 cm sebanyak 2(dua) lembar; 
5. Surat Pernyataan Tetangga. tDisahkan oleh 

Dusun/Lingkungan, Desa/Lumh dan Ca.mat setempat 
) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

6. Fotolropi J.zin Mendirikan Bangunan; 
7. Bukti Pembayaran/pelunasan PBB tahun terakhir; 
8. Surat Pem.yataan Kea.bsaban dan Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
9. Fotokopi Nomor Polrok Wajib Pajak Kabupaten Maros; 

dan 

10. Fotokopi Rekomendasij kartu BPJS Ketenagakerjaan 
/Kesebatan 

F,. Permohonan .Bitang Atau Rusak : 

a) Penggatian SIUP karena bilaug : 
1. Fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon; 
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 
3. Fotokopi SIUP lama (apabila ada); 
4. Pas foto berwama pemobon ukuran 3x4 cm 
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b} Penggantian SIUP karena RUSAK : 
1. Fotokopi KTP yang masih berlaku dari pemohon 
2. SIUP Asli; 
3. Pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm 

sebanyak 2 (dua)lembar. 

G .. Pennohon.an Perpanja.ngan Atau Perubaha. Data : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. SIUP dan TOP asli; 
3. Fotolropi akta notaris Pendirian Perusahaan dan atau 

fotokopi Akte Pernbaban Perosabaan; 
4. Surat Pernyataan Tetangga (Diketahui oleh 

Dusun/Lingkungan setempat) dilampiri Fotokopi KTP 
tetangga; 

5. Fotocopy KTP yang masih ber1aku dari pemohon; 
6. Neraca perusahaan tahun terakbir (khusus untuk 

Perseroan Terbatas}; 
7. Pas foto berwama pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 

2 [dua] Iembar; 
8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
9. Data Pendukung Pembaban; dan 
10. Foto copv Rekomendasi/ kartu BPJS Ketenagakerjaan, 

Sistem, 
Mekanisme dan 

. Prosedur 

2. 1.  Pemohon ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 
Formulir, atau melalui Website . 

2. Petugas loket infurmasi menyerahkan formulir serta 
memberikan penjelasan terkait lrelengkapan dokumen yang 
dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran 
jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas 
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka diJakukan 
registrasi pada aplikasi dan pemohon diberikan bukti 
tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak diregistrasi 
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruska.n oleh staf perizinan ke Bidang Penyelenggaraan 
PeJayanan Perizinan yang ada di Back Office, untuk 
verifikasi data pada aplikasi dan berkas permohonan, 
menentukan bentuk: kajian dan komposisi Tim teknis dan 
paraf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikemhalikau ke loket pendaftaran; 
7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 

selanjutnya melakukan kajjan teknis terhadap permohonan 
izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila 
diperlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan BAPL dan 
rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan 
izin kepada Kepa]a DPMPTSP; 

8. Untuk permohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan untuk disampaikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterima, akan diteruskan ke 
operator perizinan untuk pencetakan izin; 

10.Izin yang telah clicetak diserabkan ke Kepa]a Seksi 
Perizinan dan non per:izinau dan Kabid Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kesesuaian data 
pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang telah diparaf diteruskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan izin; 

13.Izin yang telah ditandatangani kepala DPMPfSP diteruskan 
ke petugas penyerahan izin untuk registrasi clan distempel 
dan selanju1nya menyampaikan .ke pemobon bahwa izinnya 
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14.Petugas Loket Penyerahan menyerabkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu mem.eriksa bukti 
nendaftaran dan k.esesuaian identitas oemohon. 

3. Jangka Waktu 5 (lima) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
Pelavanan le 

. 

dan benar 
4. Biaya/Tarif Ro. 0,- {Bebas Biava] 
5. Produk SIUP berlaku selama Perusabaan Perdagangan menjalankan 

Pela.yarum kegia.t.an usaha sedangkan TDP di cetak berJaku untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun terbitung muJai tanggal diterbitkan dan 
wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa 
ber1akunya berakhir , dicetak di atas kertas Linen Jepang , 
resmi denaan tandatanaan dan cap stemnel basah 

6. Penanganan L Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepa]a 
Pengaduan., Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
sarandan loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, 
masu.kan 2. saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, 

kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, website dan email 
yang telah disiapkan DPMPTSP sebagai berikut : 
+ Website: dpmptsp.maroskab.go.id, Email: 

d:gm:gts:gmaro§@gmail.com. 
·:· Surat pengaduan : JI Asoka Nomor 1 Maros 

·> Telp I Fax : {0411) 388 23 96 

DasarHukum 1 

2). .Kompoaen Stanflar Pelayanan yang terkait clengaa proses pengelolaan 

pelayanaa di iatemal organisasi C� meJ.iputi : 

;';��'.fo: 
1. UU No. 20 Tahun 2008 'l'entang Usaha Milrro, Kecil, dan 

Menengah; 
2. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Penlagangan 
3. PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 

Tahun2008; 
4. Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha; 
5. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Ten tang 

Pelayanan Perizioan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

6. Perm.en Perdagangan Nomor 36/M Dag/Per/9/2007 
Tentang Penerbitan Surat Izin Usaba. Perdagangan, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Permen Perdagangan No. 39/M Dag/Per/12/2011; 

7. Perm.en Perd.agangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 
Tentang Penerbitan SIUP dan 'IDP Seema Simulta.n Bagi 
Perusahaan Perdagangan; 

8. Peraturan Menteri Perdagaugan Nomor:46/M- 
DAG/PER/9/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

10.Peraturan Bupati. Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pelimpa.han Kewenangan Perizinan 
pada Dinas Peoanaroan Modal clan Pelayanan Terpadu 
Sa.tu Pin.tu Kabupaten Maros sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati. Maros Nomor 89 Tahun 2017 
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros 
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan clan 
Pelimpahan Kewenangan Perizinan pad.a Dmas 
Penanaroan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Maros; 

11 .  Pera.turan Bupati Maros Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda 
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Perda Di Kabunaten Maros. 
2. Sarana, 1. Sarana: 

Prasarana, Me� kursi, alat tu1is kantor, checklist, aJmari, komputer, 
dan/atau Printer, Komputcr Server, Scanner, CC'IV, Kam era, 
Fasilit.as. Proyektor, Lemari Arsip, Wm, alat penyimpanan data 

{database), alat kontrol, alat telekomunikasi, saran a 
kebersihan dan keindahan Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang 
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, 
ruang penyimpanan arsip/ dokumentasi, ruang sistem 
kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas: 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana htouran TV dan akses 
internet. 

3. Kompetensi 1. Pendidikan sekurang-kurangnya SL'I'A dan tel.ah memiliki 
Pelaksana Sertifi.kat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di 

DPMPTSP 
2. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memabami dengan 

baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 
3. Daoat mengonerasikan komputer 

4. Pengawasan Pengawasan 'Internal dilakukan langsung oleh masing-masing 
Internal Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskan khusus oleh 

Kcnala DPMPTSP 
5. Jumlah I. 3 Orang di Front Office 

PeJaksana 2. 6 Orang tennasuk Keoala Dinas di Back Office 
6. Jaminan Permohonan Izin akan dip roses minimal sesuai dengan 

. Pela.ya.nan Staudar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
{SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
mcnyampaikan pengaduan dan atau peJaporan sesuai dengan 
neraturan perundana-undanaan yang berlaku. 

7. Jamin.an Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
Keamanan clan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di 
Keselam.atan ruang pelayanan (front Office)� termasuk keamanan berkas 
Pelayanan pemrohonan selama proses berlangsung hingga kepada 

terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat 
waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaia.n proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayanan (SP) akan dfmonttoring melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Burvey Kepuasan Masyarakat {SKM) 
dan akan dievaluasi minima] setiav 6 bulan oleh DPMPfSP \) 



• 
ST.AllDAR PELAYAllAll' NO. DOKUMEN: 10/SP/2018 

REVIS I : Desember 2018 

TAllDA DAFT.All GUD.AllG TGL. EFEKTIF : Januari 2019 

DPMPTSP 

Unit .Ketja : Sekai Perizinan d.an lion Periziuau 
{ 1) Komponeu. stan.dar Pelayanau. yau.g terkait den.gau. proses peu.yampaiau. 

pelayaaan (semce delivery} meliputi : 

Persyaratan 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

a. Permohonan. Baru : 

1.  Nomor Induk Berusaha. {NIB); 
2. fotok.opi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemihk atau 

penanggung jawab perusabaan; 
3. fotokopi Surat I.zin Usaha Perdagangan (SIDP); 
4. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan 

pengesahan badan hukum dari pejabat yang 
berwenang dan akta perubahannya {jika ada), bagi 
Pemilik Gndang badan usaha berbentuk perseroan 
terbatas; 

5. fotokopi perjanjian pemakaian at.au penguasaan 
gudang dengan pemilik gudang bagi pengusaha 
yang menyewa/memanfaatkan gudang pihak lain; 

6. gambar denah atau foto Gudang (lokasi) dirnana 
Gudang tersebut berada; 

7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (!MB) yang 
menyata.kan sebagai Gudang; 

8. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran 
dokumen; 

9. Surat Pernyataan Tetangga (Disabkan oleh 
Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat 
setempat ) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

10. pas foto Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 
{dua) lembar ukuran 4 x 6. 

11 .  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten 
Maros; 

12. Fotokopi Rekomendasi./Kartu BPJS 
ketenagakerjaan; 

b. Permohonan. Perubahan. data TDG : 

1. TDG will; 
2. Surat Pernyataan Tetangga (Diketahui oleh 

Dusun/1,ingJmngan setempat } diJampiri Fotokopi 
KTP tetangga; 

3. fot.okopi KTP Pemilik/Direktur Perusahaan yang 
masih berlak.u; 

4. Photo terbaru la.tar merah ukuran 4 x 6 cm.. 

L Pemohon ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 
Form.ulir, atau melalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerabkan formulir serta 
memberikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudab lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan 
berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, roaka 
dilakukan registrasi pada aplikasi dan pemohon 
diberikan. bukti tanda terim.a. 

4. Jika belum len berkas rmohonan tidak \) 



3. Jaogka Waktu 
Pelavanan 

4. Biava/Tarif 
5. Produk 

Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan  
masukan 

cliregistrasi {daftar) dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. �rkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
dit.eruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ada di Back 

Office, untuk verifikasi data pada aplikasi dan berkas 
permohonan, menentnkan bentuk kajian dan 
komposisi Tim teknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim _Te.knis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanJutnya meJakukan kajian teknis terhadap 
permohonan izin yang diterima, melakukan kuniungan 
lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan BAPL dan rekomendasi diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan izin kepada Kepala 
DPMPI'SP; 

8. Untuk permohonan izin yang ditoktk, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan untuk disaropaikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterima, akan diteruskan 
ke operator perizinan untuk pencetakan izin; 

10.Izin yang teJah dicetak dise.rabkan .Ire Kepala Seksi 
Perizinan dan non perizinan dan Kabid 
Penyelenggaraan Pelayanan. Perizina.n untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikemba.likan ke operator untuk diperbaiki; 

12.Jzin yang telah diparaf diteruska.n oleh staf perizinan ke 
Kepa]a Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan izin; 

13. Izin yang telah dita.ndatangani kepala DPMPTSP 
diteruskan ke petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya te1ah selesai 
dan dapat diam.bit di Ioket penyerahan; dan 

14.Petugas Loket Penyerahan nienyer�hla:Ln I2in ke.p,:idA. 

pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
nendaftaran clan kesesuaian identitas nemohon. 

5 (lima) Harl kerja sejak berkas diterima clan dinyata.kan 
Jengkap dan benar 
Ru. 0,- fRebas Biava} 
Tanda Daftar Gudang berlaku selama Gudang tersebut 
digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan 
dan wajib di daftar ulang setiap 5 [lima] tahun, di cetak di 
atas kertas Linen Jepang � resmi dengan taudat.angan dan 
cap stemnel basah 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket 
pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon,. Faximile, 
website dan email yang te1ah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut ; 
<• Website: dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@gmail.com. 
+ Surat pengaduan : J1 Asoka Norn.or 1 Maros 
•) Teln I Fax : {04111 388 23 96 \.) 



2).Kom.ponen Standar Pela,anan yang terlrai1: deag.n proses pengelolaan 
pelayanan di �  OJ:ganisesi (m•nnfactarmg) melipllt:i : 

Pe:rpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 
PeJaksanaan Berusaha; 

2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizi:nan Berusaha 1'erintegrasi Secara Elektronik 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
90/M.DAG/per/12/2014 tentang Penataan dan 
Pembinaan Gudang 

4. Peratunm Menteri Perdagangan Nomor 
16/M.DAG/per/3/2016 ttent.angPerubahan At.as 
Pemhaban Atas Peratu:ran Menteri Pe:nfagangan Nomor 
90 /M.DAG /per/ 12/2014 tentang Penat.aan dan 
Pembinaan Gudang 

5. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tamm 2017 tentang 
Pen.yederhanaan dan Pelim:pahan Kewenangan 
Perizinan pad.a Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupa.ten Maros sebagaimana 
te1ah diubah dengan Peraturan Bupati MarQs Nomor 89 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Maros Nom.or 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pclimpahan Kewenangan 
Perfzinan pada Dinas Penauaroau Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros. 

6. Peraturan Bupati Maros Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Penerbitan Tanda Daftar Gudang Di Kabupaten Maros 

2. 

3. 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

Kompetensi 
Pelaksana 

1. Sarana: 
Meja, kurst, alat tulis kantor, checklist, Rbn.Qri, 

komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Wifi, alat 
penyimpanan data (database), aJat kontrol, alat 
tclekomunikasi1 sarana kebersiba.n clan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
lnstalasi listrik, telpon, ruang seiver, ruang kerja, 
ruang rapat/ pertemuan, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas: 
Media infonnasi dan pengaduan, Ruang tunggu her AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses 
intern.et 

1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA clan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pela.yanan di DPMPTSP 

2. Pendidikan Sekumng-kurang D3 clan memahami 
dengan baik berbaga:i regula.si terkait Perizinan. 

3. Da t m o rasikan kom uter 
4. Pengawasan 

Internal 

5. Jumlah 
Pelaksana 

6. Jaminan 
Pelayanan 

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh :masing­ 
masing Kepala Seksi clan Kepala Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Ke la DPMPTSP 

1. 3 Orang di Front Office 
2. 6 Oran termasuk � Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP) yang ber1aku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapa� \J 
men am · n aduan dan atau la ran sesuai 



dengan peraturan perundang-undangan yang ber.laku. 
7. Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 

Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jamjnan keamanan seJama 

Keselamatan di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan 
Pelayanan berkas permobonan selama proses berlangsung hingga 

kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan 
yang tepat waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terbadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayarum (SP} a.kan dimoniroring melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM} dan akan dievaluasi minimal setiap 6 buJan oleh 
DPMPI'SP 



• 
STANDAR PELAYA!fAN NO. DOKUMEN: 11/SP/2018 

REVISI : Desember 2018 

IZDi lJSABA PBlf GBJ.,OLAAlf TGL. EFEKTIF : Januari 2019 

DPMPTSP PASAR TRADISIONAL , IZIN 
USAHA PUSAT PERBELA?fJAA.1' 

DAll IZI1( USABA TOXO 
MODERN 

Unit Kerja: Seksi Perizinan dan Non Perizinan 
(1) Kom.ponen StaD.dar Pelayamm yang terk:ait: denpn piases penyampaian 

pe1ayanan (service deliV81'J"t meliputi : 

a. Permohonan 1dn Usaha. Pengelolaan Pasar 

Tradisional : 
1. Fotokopi surat izin prinsip; 
2. Hasil an.alisa kondisi sosial ekonomi masyaraka.t serta 

rekomendasi dari Tim'Ieknia; 
7 

3. Fotokopi surat izin lokasi; 
4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
5. Fotokopi akte pendirian dan / atau perubahan 

perusahaan dan pengesabannya bagi perusahaan 
yang berba.dan hukum Perseroan Terbatas ateu 
Koperasi; 

6. Surat Pernyataan kebenaran dokumen dan keabsaban 
dokumen; dan 

7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak. 

b. Permohonan IUPP dan ll1TJI yang berdiri sendiri : 
1 .  Nomor Induk Beru:saha (NIB); 
2. Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab; 
3. Fot.okopi izin prinsip dengan luas laban > 1.000 m2 ; 
4. Izin Lokasi; 
5. Surat Pernyataan Tetangga (Disabkan oleh 

Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Cam.at setempat 
) dilampiri Fot.okopi KTP tetangga; 

6. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
7. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan; 
8. Surat Pemyataan kebenaran dokumen dan keabsahan 

dokumen 
9. fotokopi akte pendirian dan / a.tau perubahan 

perueahaan dan pengesabannya bagi perusabaan 
yang berbadan huku:m Perseroan Terbatas atau 
Koperasi; 

1 o. rencana Kemitraan dengan Usaha Mtkro dan Usaha Kecil 
11. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten Maros; 

dan 
12. Fotokopi Rekomendasi/Kartu BPJS Ket.enagakerjaan. 

e, Permohonan IUPPT clan nm,, yang terintegrasi 
dengan Pusat PBt'IHl1anJaan. atau bangunan I kcmGsan 
lain: 
1. Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan 

lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko 
Modem; 

2. Fotokopi akte pendirian dan I atau perubahan 
penisabaan dan pengesabannya bagi pertrsahaan 
yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau 
Koperasi; 

3. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha 
Kecil untuk Pu.sat Perbelan·aan atau Toko Modern. \.J 



3. 

4. 

5. 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

Jangka Waktu 
Pelavanan 
Biava/Tarif 
Produk 
Pelayanan 

4. Surat Pemyataan kebenaran dokumen dan keabsahan 
dokum.en 

1. Pemo�n ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 
Formulir, atau melalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir serta 
membez:ika-n penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftamn jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaft:amn memeriksa kelengkapan 
�rkas permo�onan? jika clinyatalam lengkap, maka 
d��kan registraai pada aplikasi dan pemohon diberikan bu.kti tanda terima, 

4. J�. bel� lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistras1 (dafmr) dan dilrembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 

5. �kas perm.ohonan yang tela.h dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pe]ayanan Perizinan yang ada di Back 

Office, untu.k verifikasi data pada aplika.si clan berkas 
permohonan, menentukan bentuk kajian dan 
komposisi Tim teknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim _Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanJutnya melakukan kajian teknis terhadap 
permohonan iz:in yang diteriJng_, melc:tkuka.n. kunjunga.n 

lapangan bila diperlukan dan at.as dasar tersebut 
menerbitkan BAPL dan rekomendasi diterima. atau 
ditolaknya suatu permohonan izin kepada Kepala 
DPMPI'SP; 

8. Untuk permohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan untuk disampaikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterima, akan diteruskan 
ke operator perizinan untuk pencetakan izin; 

10.Jzin yang telah dicetak diserahkan ke Kepala Seksi 
Perizinan dan.. non perizina.n da.n Ka bid 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang telah diparaf diteru.skan oleb staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPTSP urrtuk penandatanganan fztn; 

13. Izin yang telah ditandatangani kepala DPMPTSP 
diteruskan ke petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan seJanjutnya 
menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya telah setesai 
dan dapat d.iambil di loket penyerahan; dan 

14.Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
nendaftaran dan kesesuaian .identita.s nemohon. 

5 (lima) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
. -- . dan benar 
Ro. 0,- (Bebas Biava} 
- Izin U saha Pengelolaan Pasar Tradisional dan Izin 

Usaha Pusat Perbelanjaan hanya untuk 1 (satu) lokasi 
usaha dan seJama masih melakukan kegiat.an usaha 
pada Jokasi yang sama; 

- Izin Usaha Toko Modern wajib didaftar ulang setiap 2 

[dua] ta.bun; 
- Dicetak di atas kertas Linen Japang, resmi dengan 

tandatanzan dan cap stemvel basah \) 



6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan 
masukan 

1.  Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, 

2. Saran clan aduan disampaikan meJalui Ioket 
pengadnan, kotak. saran, SMS, Telepon, Fax:imile, 
website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut: 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@grnail.com . 
.:• Surat pengaduan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
•:• Teln I Fax : (0411 l 388 23 96 

2). Kompo.nen Stao4ar Pelayaoan yang terkalt 4e.ogaa proses pengelo]aan 

pelayanan di intenaal oqaDisasi fmanufacturiug) meliputi : 

Peraturan Pemerint.ah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

2. Peratura.n Menteri Perdagangan Nomor 
70/M.DAG/per/12/2013 tentang Pedoman penataan 
dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 
dan toko modern dan Pembinaan Gudang; 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
16/M.DAG/per/3/2016 tentang Perubaban Atas 
Perubahan At.as Pemtu.mn Menteri Perdagangan Nomor 
90/M.DAG/per/12/2014 tentang Penataan dan 
Pembina.an Gudang; 

4. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederbauaao dan Pelimpaban Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Sa.tu Pintu Kabupaten Maros sebagaimana 
telah diub.ah denga.n Peratura.n Supoti Ma.roo No.mo:r 9a 

Tahun 2017 tentang Peruba.han Kedua Atas Peraturan 
Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederbanaan dan Pelimpahan Kewenangan 

Perizinan pada Dinas Peoaoaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pin.tu Ka.bupaten Maros; 

5. Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Penataan Dan Pembinaan Pengelolaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbe1anjaan Dan Toko Modern Di 
Ka.bu ten Maros. 

2. 

3. 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

Kompetensi 
Pelaksana 

1. Sarana: Meja. kursi, alat tulis kantor, checklist, ahnari, 
komputer, Printer, Komputer Seiver, Scanne:, CCTV. 
Kam.era, Proyektor, Lem.ari Arsip, Wifl, alat 
penyimpauan data (database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi Iistrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang rapat/pertemuan, ruang pel:1-yanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan ars1p/ dokumen:t9-s1, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsrp. 

3. Fasilitas: Media .informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana biburan TV dan akses 
internet 

1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP 

2. Pendidikan Sek -k D3 dan memabami \) 



dengan baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 
3. Danat menaonerasikan komnuter 

4. Pengawasan Pengawasan Internal dila.kukan langsung oleh masing- 
Internal masing Kepala Seksi dan Kepa.Ia Bidang yang ditugaskan 

khusus oleh Kena.la DPMPI'SP 
5. Jumlah 1.  3 Orang di Front Office 

Pelaksana 2. 6 Oranz term.asuk Keoala Dinas di Back Office 
6. -Jaminan Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 

Pelayanan St:aodar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP} yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan ata.u pelaporan sesuai 
denzan oeraturan perundanz-undanzan vanz berlaku. 

7. .Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
Kearoaoan dan diteta.pkan akan mendapatkan jaroioan keamanan selama 
Keselamatan di ruang pelayanan {front Office), termasuk keamanan 
Pelayanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 

kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan 
vanz teuat wa.ktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pe1aksana Pelayanan (SP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM} dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh 
DPMPTSP 

\J 



• 
STAIIDAR PELAYAil'All' NO. DOKUMEN: 12/SP/2018 

REVISI : Desember 2018 
TAllDA DAffAR USABA TGL. EFEKTIF : Januari 2019 

DPMPTSP PARIWISATA (TDUP) 

Unit Kerja : Seksi Perizinan dan Non Perizinan 

(1). KompoDeA Stsvdar Pelayanaa yang ter.kait deupn plWS peayampaiav 
pelayamm (service d.ellvezy) meliputi : 

Persyaratan A. PERJIOHONAN PENDAFTARAN USAHA DAYA TAR.llC 
WISATA: 

a Nomor Induk Berusaha (NIB); 
b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhir (bila ads] atau Fotokopi KTP bagi pengusaha 
perorangan; 

c. NPWP Perorangan Kabupaten Maros; 
d. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 

mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada 
Kepa]a Kelurahan/Desa}; 

e. Fotokopi. bukti hak penge1o1aan daya tarik wisata 
(untuk daya tarik wisata yang bukan milik sendiri); 

f. Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan 
Perusahaan/Usaha akan menguru.s 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari 
Instansi yang berwenang paling lama 3 bu.Jan sejak 
TDUP diterbitkan, untuk usaha daya tarik wisata yang 
memiliki fasilitas makanan dan minuman; 

g. Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan 
Perusahaan/Usaha akan mengurus 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualita.s Air 
paling lama 3 bu1an sejak TDUP diterbitkan, untuk 
usaha pemandian air panas alami; 

h. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

i IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 
Tempat Usaba; 

J. Surat Pernyataan Tetangga {Disahkan oleh 
Dusun/Lingkungan. Desa/Lurah dan Cam.at setempat 
) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

k, Fotokopi Rekomendasi/Kartu BPJS Ketenagakerjaan 
/Kesehatan. 

1. Fotokopi izin SPPL/Izin Llngkungan dari Dinas 
Llngkungan Hidup Kab. Maros {Usaha Makro}. 

B. PER140HONAN PENDAFTARAN USA.HA JASA 
7RANSPORTASl WISATA : 

a. Nomor Induk Berusaha {NIB}; 
b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhir {bila ada) atau Fotokopi KTP bagi 
pengusaha perorangan; 

c. NPWP Perusabaao/Perorangan Kabupaten Maros; 
d. Surat Pem.yataan Keabsaban dan Kebenaran atas 

dokwnen pendaftaran; 
e. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 

:mikro dan kecil {dari yang bersangkutan kepada 
Kepala Keluraban/Desa); 

f. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 
Tem t Usaha; \) 



g, Surat Pemyataan Teta.ngga. (Disablran oleh 
Dusun/Lingkung,an, Desa/Lurab dan Camat 
setempar } dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

h. Rekomendasi Kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan/Kesehatan; dan 

i Surat Kete�g� tentang persaraan kapasitas jasa 
transportas1 wisata dinyatakan dalam jumlah 
kendaraan. 

C. PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA 
PERJALANAN IVIBATA: 
a. No.mor Induk Berusaha (NIB); 

b. Fotolropi akta pendirian perusanaao dan perubahan 
terakltir (bila ada] atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan; 

c. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 
mikro dan kecil (dari yang be.rsangkutan kepada Kepala Kelurahan/Desa); 

d. NPWP Perusahaan/Perorangan kabupaten Maros; 
e. Surat Pemyata.an Keabsahan dan Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
f. IMB atau Perjanjian Pengguoaan Bangunan atau 

Tempat Usaha; 
g, Surat Pem.yataan Tetaogga (Disablrao oleh 

Dusun/Lingkungan, Dc�/Lumh dan Camat: �t:ett1pHt:) 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

D. PERltllOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA MAKA.NAN 
DAN.IIINUJIAN: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB}; 
2. Fotokopi akt.a pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhir [bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha 
perorangao; 

3. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untnk usaha 
mikro dan kecil [dari yang bersangkutan kepada Kepala 
Keluraha.n/De�); 

4. NPWP Perusahaan/Perorangan kabupaten Maros; 
5. Surat Pernyata.an Pemilik/ Pimpinan 

Penisabaan/Usaha akan mengurns 

Serti:fikat/Rekomeudasi/Kete.rangan Laik Sehat dari 

instansi yang berwenang paling Jama 3 bulan sejak 
TDUP diterbitkan; 

6. Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan 
Perusahaan/Usaha akan mengurus 
Sertiflkat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling 
lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa 
makanan dan minuman yang berdiri sendiri atau 
berada di dalam satu atau beberapa bangunan t.erpadu 
yang belum memiliki sertifikat/rekomendasi kualitas 
air; 

7. Surat keterangan tentang perkiraan kapasrtas jasa 
m.akanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah 
kursi; 

8. Surat Pernyata.an Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

9. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 
Tern.pat Usaha; 

10. Surat Pemyataan Tetangga (Disabkan oleh 
Dusun/Lmgkungan, Desa/Lurah clan Ca.mat setem.pat} 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

11 .  Fotokopi Rekomendasi BPJS \.) 
Ke • Kesehatan 



12. Fotokopi izin SPPL/Izin Llngkungan dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kab. Maros. 

E. PERIIIOHONAN PBNDAFTARAN USA.HA PENYEDIAAN 
AKOM'ODASl: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha 
perorangan; 

3. Sumt Pemberit.ahuan Pendirian Usaba untuk usaha 
mikro dan keci1 (dari yang bersangkutan kepada KepaJa 
Kelurahan/Desa); 

4. Surat Pernyat.aan Pemilik/ Pimpinan 
Pernsabaan/Usaba. akan mengurus 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari 
instansi yang berwenang paling lama 3 bulan sejak 
TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa penyediaan 
akomodasi yang memiliki. fasilitas makanan dan 
minuman, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen 
hotel; 

5. Surat Pernyataan P-emilik/ Pimpinan 
Perusabaan/Usaba akan mengurus 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualitas Air paling 
lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa 
penyediaan akomodasi yang tidak memiliki fasilitas 
roakaoao minuman dan berdiri sendiri atau berada di 
dalam satu atau beberapa bangunan terpadu yang 
belum tnemiliki sertifikat/reko:m.enda.gi kuwrtA.1.1 air, 

dikecualikan untuk usaba jasa manajemen hotel; 
6. NPWP Perusahaan/Perorangan Kabupat.en Maros; 
7. SUra.t Pemyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
8. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan at.au 

Tempat Usaha; 
9. Surat lreterangan tentang kapasitas penyedia.an 

akomodasi yang dinyat.akan dalam jumlah kamar serta 
fasilitas yang tersedia; 

1 o. Surat Pemyataan Tet.angga {Disahkan oleh 
Dusun/Lingkungan., Desa/Lurah rum Camat aerempat.) 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

1 1 .  Fotokopi rekomendasi/kartu BPJS 
Ket.eoagakerjaan/Kesebatan; 

12. Fotokopi izin SPPL/lzin L:ingkungan dari Dinas 
Linglrungan Hidup Kab. Maros. 

F. PERMOHONAN PENDAFTARAN U&lHA 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN 

R.EKREASI: 
1. Norn.or Induk Ben1saha (NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

temkhir (bila ada} atau Fotokopi KTP bagi pengusaha 
perorangan; 

3. NPWP Perusabaan/Perorangan; 
4. Surat Pemberit.ahuan Pendirian Usaha untuk usaha 

mikro dan kecil (dari yang bersanglrutan kepada Kepala 
Kelurahan/ Desa); 

5. Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan 
Pen1sabaan/Usaba akan . mengurus 
Sertiflkat/Rekomendasi/Ke�rangan Laik Sehat � 
Instansi yang berwenang paling lama 3 bulan sejak 
TDUP diterbitkan� untuk usaha hiburan dan 7:ekreas1 
van� memiliki fasilita.s makanan dan mmuman \J 



[dikecualikan untuk usaha jasa impresariat/promotor); 
6. Surat Pernyataan Pe:milik/ Pimpinan 

Pen1sabaau/Usaba akan mengurus 
Sertiflkat/RekomendasifKeterangan Kualitas Air paling 
lama 3 bulan sejak TDUP diterhitkan, untuk usaha 
lapangan golf dan taman rekreasi serta taman bertema 
yang memiliki wahana air; 

7. Surat Pernyata.an Pemilik/ Pimpinan 
Perusabaan/Usaha akan mengurus STPT bagi terapis 
pemijat rumah pijat dari inst.ansi terkait, paling lama 3 

bulan sejak TDUP diterbitkan (untuk usaba rumah 
pijat); 

8. Surat Pernyata.an Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

9. Surat Pemyataan Tet.angga (Disahkan oleh 
Dusun/Unglmngan, Desa/Lurah dan Camat setempat ) · 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

10. Fotokopi izin SPPL/Jzin Lingkungan dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kab. Maros. 

G. PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JABA INFORJIASI 

PARlWISA.TA : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhir (bila ada} atau Fotokopi KTP bagi pengusaba 
perorangan; 

3. NPWP Perusabaan/Perorangan Kabupaten Maros; 
4. Surat Pemberit.ahuan Pendiria.n U�a untuk uetlha 

mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepa]a 
Kelurahan/Desa); 

5. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenamn atas 
dokumen pendaftaran; 

6. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 
Tempat Usaha; 

7. Surat Pernyataan Tetangga {Disahkan oleh 
Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Cam.at setempat) 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

H, PERJlfOHONAN PEN.DAFTARAN VSABA XAWAs=AN 

PARIWJ'SATA: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian }lCI'Usahaan dan perubahan 

terakhir {bila ada) at.au Fotokopi K.TP bagi pengusaha 

oleh \J IDisahkan 

perorangan; 
3. NPWP Perusa.baan/Perorangan; 
4. Fotokopi bukti hak atas tanah at.au hak pakai/ sewa; 
5. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 

mikro dan kecil (dart yang be:rsangkutan kepada Kepala 
Kelurahan/Desa); 

Pemilik/ Pimpinan 6. Surat Pernyataan 
Perusabaan/Usaha akan . men.gum� 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Lalk Sebat d� 
mstansi yang berwenang paling Jama 3 b� �jak 
TDUP diterbitkan, untuk usaha kawasan panw1sata 
yang memiliki fasilitas makanan dan. minuman; . . 

7. SUrat Pernyataan Pemilik/ Pimpman 
Perusahaan/Usaha akan mengurus 
Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paJiog lama 3 
bulan sejak TDUP diterbitkan; 

8. Surat Pernyataan Keabsaban dan Kebenamn atas 
dokumen pendaftaran; 

9. Surat Pemvataan 



D_usun(�. Desa/Lurah dan Camat setempat) dilampm Fotokopi KTP tetangga; dan 
10.F?tokopi :izin SPPL/Izin Llngkungan dari Dmas 

Lingkungan Hid.up Kab. Maros. 

I. PERMOHONAN PENDAFTARAN USA.HA JASA KONBULTAN 
PARIWI&TA: 

1.  Nomor Induk Berusaha {NIB); 
2. Fotokopi � pendirian perusabaan dan perubaban 

temkbir (bi1a ada) atau Fotokopi KTP be.gi pengusaha perorangan; 
3. NPWP Perusabaan/Perorangan Kabupaten Maros; 
4. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 

mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepala 
Kelura.han/Desa); 

5. Surat Pernvataan Keabsabau dan Kebeuanm atas 
dokumen pendaftaran; 

6. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 
Tempat Usaha; 

7. Surat Pernyataan Tetangga (Disahkan oleh 
Dusun/Llngkungan, Desa/Lurah dan Ca.mat setempat ) 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

8. Fotokopi rekomendasi/kartu BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan; 

J. PBRJ60HONAN PBNDAFTARAN USABA JASA 
PRAlfUWISATA : 
1 .  Norn.or Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhlr [bila ada] atau Fotokopi KTP bagi pengusaha 
perorangan; 

3. NPWP Perusabaan/Perorangan Kabupaten Maros; 
4. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha. untuk usaha mikro dan kecil {dari yang bersangkutan kepada Kepala Kelurahan/Desa); 
5. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 

dokumen pendaftaran; 
6. Fotokopi rekomendasi/kartu BPJS 

Ketenagakerjaan/Kesehatan; 
7. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 

Tempat Usaha; 
8. Surat Pernyataan Tetangga (Disabkao oleh 

Dusun/Lingkungan. Desa/Lurah dan Camat setempat ) 
diJam.piri Fotokopi KTP tetangga; 

K. PERltfOHONAN PENDAFTARAN USAHA 

PENYELENGGARAAN PERT.EMUAN, PERJALANAN 
INSBNffF,, KONFERENSI DAN PAJ6ERAN: 
1.  Nomor lnduk Berusaha {NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhir [bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha 
perorangan; 

3. NPWP Perusahaan/Perorangan Kabupaten Maros; 4. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 
mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada Kepa]a 
Kelurahan/Desa); 

5. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

6. lMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tern.pat Usaha; 
7. Surat Pernyataan Tetangga (Disahkan oleh) 

Dusun/Llngkungan, Desa/Lurah dan Cam.at setempa.t 
dilamniri Fotokoui KTP tetangga; \) 



L. PERMOHONAN PENDAFTARAN UBAHA SPA ; 
1. Nomor Induk Berusaha {NIB); 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakbir {bi1a ada] atau Fotolropi KTP bagi pengusaha 
perorangan; 

3. NPWP Perusabaan/Perorangan Kabupaten Maros; 
4. Surat Pemyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha 

akan mengurus Sertifikat/Rek.omendasi/Keterangan 
Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 
bulan sejak TDUP diterbitka.n, untuk usaha spa yang 
mem.iliki fasilitas roakanao dan minuman; 

5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan/Usaha 
akan mengurus Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan 
Kualitas Air paling lama 3 buJan sejak TDUP 
diterbitkan; 

6. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan PerusahaanfUsaha 
akan mengurus Rekomendasi penggunaan alat 
kesehatan dari instansi t.erkait (untuk usaha spa, bila 
menggunakan), paling Jama 3 bulan sejak TDUP 
diterbitkan; 

7. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusabaao /Usaha 
akan mengurus STPT ba.gi terapis spa dari Instansi 
terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan; 

8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen pendaftaran; 

9. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 
Tempat Usaha; 

10. Surat Pernyataan Tetangga [Disahkan oleh 
Dusun/Linglmngan, Desa/Lurah rum Camat setempat ) 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

11. Fotokopi rekomendasi/kartu BPJS 
Ketenagakerjaan/Kesehatan; 

111. PERMOHONANPENDAFTARANUSAHA WISATA flRTA: 
1. Nomor Induk Berusaha {NIB}; 
2. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan 

terakhfr {bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaba 
perorangan; 3. NPWP Pernsahaan/Perorangan Kabupaten Maros; 

4. Surat Pemyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan akan 
mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling 
lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan. untuk usaha 
dermaga wisata; 

5. Surat Pemyataan Pemilik/ Pimpinan Perusabaan akan 
mengurus Izin Pemanfaatan Sungai da.ri _instansi y�g 
berwenang [untuk usaha wisata arung jeram), paling 
lama 3 buJan sejak TDUP dit.erbitkan, untnk usaha 
wisata arung jemm; 

6. Surat Pemyataan Keabsahan dan Kebenamn atas 
dokumen pendaftaran; 

8. Surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 
mikro dan lrecil (dari yang bersangkutan kepada Kepala 

Kelurahan/Desa); 
7. Fotokopi rekomendasi/kartu BPJS Kctenagakerjaan 

/Kesehatan; 
8. IMB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau 

Tempat Usaba; 9. Surat Pernyataan Tet.angga (Disahkan oleh} 
Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Carnat setempat 
dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 



2. Sistem, 
Mekanisme da.n 
Prosedur 

3. Jangka W aktu 
PeJayanan 

4. Biaya/Tarif 
5. Produk 

Pelayanan 

1. Pemoh�n ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil Fo.nnulir, atau me.Jalui Website. 
2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir rta 

membe�an penje1asan terkait kelengkapan doku8:ien 
yang d1persyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Lo.ket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berka 

J>el:llOho�, jika. dinyatalran lengkap, maka � 
registras1 pada aplikasi dan pemohon diberikan bukti tanda terima. 

4. Jika belum 1engkap, berkas permohonan tidak diregistrasi 
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 

5. �rkas pennohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan ole� �taf perizinan ke Bidang Penyelenggaraan 
Pe�y� Penzman yang ada di Back Office, untuk 
verifikas1 data pada aplikasi dan berkas permohonan 
menentukan bentuk .kajian dan komposisi Tim teknis � 
pamf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket pendafta.ran; 
7. Tim . Teknis sesuar dengan surat tugas yang ada, 

selaniutnya melakukan kajian teknis terhadap 
permohonan izin yang d.iterima, melakukan kunjungan 
lapangan bila d.iperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan BAPL ruin rekolllenda.ai dite:rhnA a.tau 

ditolaknya suatu pennohonan izin kepada Kepala 
DPMPTSP; 

8. Untulc permohenan izin yang ditolak, tim. teknis 
menerbitkan surat penolakan untuk disaropaikan ke pemohon. 

9. Untuk permohonan fain yang diterima, akan diterus.kan ke 
operator perizinan untuk pencetakan izin; 

10.Izin yang telah dicetak diserahkan ke Kepala Seksi 
Perizinan dan non perizin.an dan Ka.bid Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kesesuaian data 
pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf clan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang teJah diparaf diteruskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan izin; 

13. Izin yang telah ditandatangani kepaJa DPMPTSP 
diteruskan ke petugas penyerahan izin untuk registrasf 
dan distempel dan selanjutnya menyampaikan ke 
pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat diambil di 
loket penyerahan; dan 

14. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
nendaftaran dan kesesuaian identi.tas nemohon. 

5 [lima] hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
lengkap dan benar 

Rp. 0,- (Bebas Biaya) 

TDUP berlaku selaroa pengusaha pariwisata 
menyelenggarakan usaha pariwisata, dicetak di atas kertas 
Linen Japang, resmi dengan tandatangan dan cap stempel 
basah 

6. Penanganan 
Pengad� 
sarandan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pe1aporan atau staf 
loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, 
kotak saran. SMS. Telenon. Faximile. website dan email \.J 



yang telah disiapkan DPMPI'SP sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dnmntsnmaros@gmail.com. 
•> Surat pengaduan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
•) Telo I Fax : {041 ll 388 23 96 

2). Kom.ponen Staudar Pelayanan yang terlrait deugan proses peagelolaan 

pelayaJaan c1i iatemal orgauisasi (manufacturing) meliputi : 

1. Undang-undang No.34 tahun 2001 tentang Pajak dan 
Restribusi Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun · 2009 tentang 
Keparlwisataan 

3. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

4. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002. 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 
Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Kepariwisataan; 

6. Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Berusaha; 

7. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor O 1 Tahun 
2014 tentang Pelayanan Publik 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 

11. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 89 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Ata.G. Pe:IUturun 

Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Peri.zinan pad.a Dinas Pen.an.aman Modal dan 
Pela anan T du Satu Pintu Kabu ten Maros. 

2. 

3. 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

Kompetensi 
Pelaksana 

1. Sarana: 
Meja, kursi, a.lat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kam.era, Proyektor, Lemari Arsip, Wi:fi, alat 
penyimpanan data (database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 

Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang mpat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang 
pengadnan, roang penyi:mpanan arsip/ dokumentaei, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana biburan TV dan akses 
internet 

1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pela anan di DPMPTSP \J 



2. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahami 
dengan baik. berbagai regulasi t.erkait Perizinan. 

3. Danat menzooerastkan .komnuter 
4. Pengawasan Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing- 

Internal masing Kepala Se.ksi dan Kepa1a Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Kepala DPMPTSP 

5. Jumlah 1.  3 Orang di Front Office 
Pelaksana 2. 6 Oranz termasuk Keuala Dinas di Back Office 

6. Jaminan Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan 
Pelayanan Standar Operational Prosedur (SOP} dan Standar Pela:yanan 

(SP) yang ber1aku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan a tau pelaporan sesuai 
denzan neraturan 

. - an V&:ITIP berlaku. - 
, .. 

7. Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
Keamanan dan -ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama 
Keselamatan di ruang pelayanan (front Office), rermasu.k keama nan 

Pelayanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan 
vang tenat waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayanan (SP} akan dimonitming melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 
(SKM) clan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh 
DPMPI'SP 



.. 

• 
STABDAR PELA.YA!J.Allf NO. OOKUMEN: 13/SP/2018 

REVIS I : Desember 2018 

JZD1 USABA JASA 
TGL. EFEKTIF : Januari 2019 

DPMPTSP KONSTRUKSI (IUJK) 

Unit Kerja : Seksi. PeriziD.au. daa. Kon PeriziD.aD. 
(1) Komponea Stan4a• PeJayanaa yang terkait dengan proses peayampaian 

pela:,amm (senice delivezy) meliputi : 

Persyaratan Permohonan isin baru : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Formulir Permohonan Izin yang te1ah diisi bermaterai 

Rp.6000.00; 
3. Fot.okopi Kartu Tanda Penduduk pen.angguQgjawab 

badan Usaha yang masih berlaku 

4. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi 
Nasional atau Company Profile 

5. Fotokopi Akta Pendirian Pernsabaan BUJK beserta 
perubahennya bila ada 

6. Fotokopi pengesaban Jrebalrirnan pernsabaan bagi 
BUJK yang berbentuk perseroan (PT) 

7. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah 
diregistrasi oleh Lembaga, dengan menunjukkan 
aslinya; 

8. Fotolropi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ a tau 
Sertifikat Keterampilan (SKT}, Ijazah Pendidikan 
Formal Teraklrir dari Penanggung Jawab Teknik 
Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh 
Lembaga dengan menunjnkkan aslinya. 

9. Surat pemyataan Pengikatan Diri Tenaga 
Abli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama 
Badan Usaha (PJU-BU) yang bennaterai Rp. 
6.000.00; 

10. Fotokopi SIUP/TDP yang masih ber1aku dengan 
menunjukkan aslinya. 

11. Fotokopi NPWP Badan trsaba di K.abupaten Maros 
12. Fotokopi Kartu Tanda Asosiasi (KTA} yang masih 

berlaku; 
13. Daftar Perlengkapan Kantor dan Peralatan 

Perusabaan terbaru 
14. Foto-Foto Kantor Badan Usaba, Foto Peralatan / 

perlengkapan Kantor, dan Foto Peralatan 
Perusabaan terbaru yang duniliki ( Ashl; 

15. Pas Photo terbarn ukumn 3 x 4 cm sebanyak 3 
lembar {la.tar merah); 

16. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir, dan 
17. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab 

badan usaha bila pengurusan pennohonan izin barn 
dilruasakan. 

Perpa.nJ«ngan brin: 

1. Menyerahkan dokumen sebagaimana persyaratan 
izin barn; 

2. JUJK lama yang masa berlakunya telah babis beserta 
foto copynya; 

3. Daftar Penga1aman Pekerjaan yang telah selesai 
selama 5 Tahun Terakhir yang tertinggi niJainya \.J 



2. Sistem, 
Mekaoisme dan 
Prosedur 

disertai dengan foto copy bukti kontraknya 
4. Laporan PPH Tahunan 
5. Menyerah.kan surat kuasa dari penanggung jawab 

badan usaha bila pengurnsan permohonan lzin baru 
d:ikuasakan 

Penyaratan peru.ba.han data. : 

1. IUJK asli; 
2. Menyerahkan rekaman: 

a. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk 
perubabao data oama dan dire.ksi/pengurus; 

b. Surat Keterangan Domisili/ BUJK Situ untuk 
pemhahan alamat BUJK; 

c. Akta Pernbahan untuk pernbahan nama BUJK; 
dan/atau 

d. Serti:fikat Badan Usaha untuk perubahan 
kJasifikasi dan kualifilrasi usaha. 

Persya.ratan penutupan : 
L Mengisi Formulir Permohonan; 
2. Menyerabkan IUJK yang asli; dan 

3. Menvembkan Surat Paiak Nihil. 
1. Pemohon ke loket Informasi pada DPMPI'SP mengambil 

Formulir, atau me1alui Website. 
2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir serta 

memberikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan 
berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka 
di1akukan registrasi pada aplikasi dan pemohon 
diberikan buk:ti tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, ber.kas - pennohonan tidak 
diregistrasi {dafta:r) dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pe1ayanan Perizinan yang ada di Back 

Office, untuk verifikasi data pada aplikasi dan berkas 
permohona.n, menentukan bentuk ka.jian dan 
komposisi Tim teknis dan paraf 1embar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikemhaJikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanjutnya mela.kukan kajian teknis t.erhadap 
permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan 
lapangan bila diperlukan dan at.as dasar tersebut 
menerbitkan BAPL dan rekomendasi diterima atau 
ditolalmya suatu permohonan izin kepad.a Kepala 
DPMPTSP; 

8. Untu.k permohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitk:an sumt penolakan untuk disampa:ikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterim.a, akan diteruskan 
ke operator perizi:nan untuk pencetakan izin; 

10.Jzin yang te1ah dicetak diserabkan ke Kepa]a Seksi 
Perizinan dan non perizinan dan Kabid 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaild.; 

12.Izin val11! telah d:�.....: diteraskan oleh staf &.A:.t. • • , ,... ,.,  ke \) 



Kepala Dinas DPMPrSP untuk penandatanganan izin; 
13.lzin yang telah ditandatangani lrepala DPMPTSP 

diteruskan ke petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampa:ikan ke pemohon bahwa izinnya telah selesai 
dan dapat diambil di loket penyerahan; dan 

14.Petugas I.oket Penyerahan menyerabkao Izin kepa.da 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
nendaftamn dan kesesuaian identitas nemohon. 

3. Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan 
Pelavanan le 

. 

dan benar 
4. Biava/Tarif Rn. O.� (Bebas Biaval 

5. Produk Jangka waktu bcrlaku IUJK adaJah selama 3 (tiga) tahun, 
Pelayanan dengan ketentuan setiap tahun wajib dilegalisasi oleh 

penerbit IUJK dengan me1ampirkan SBU yang berlaku, 
sekaligus menyampaikan laporan kegiatan pekerjaan 
konstruksi daJam tahun yang bersangkutan, di cetak di 
atas Jrertas Linen Jepang , resmi dengan tandatangan dan 

cap stemnel basah 
6. Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 

Pengaduan, Seksi Penga.wasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
saran dan  loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 
masukan 2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket 

pengaduan, kotak. saran, SMS, Telepon, Faximile, 
website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.:id, 

Email : d:gm:gts:gmaros(a),gmail.com. 

+ Surat pengaduan : JI Asoka Nomor 1 Maros 
·:· Teln I Fax: {0411) 388 23 96 

2). Komponea Stau,Jar Pelayaaaa yaag terJrait deugau prcMSeS peageJolaan 

pelayamm. di iatena.a1 01'pnisesi (maaufactu.ring) .melipati : 

DasarHukum 1 . UU Nomor 18 Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi; 
2. Perpres No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha; 
3. Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tent.ang 

Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 
64, Tambaban Lembanm Negara Norn.or 3956; 

5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaau Jasa Konstruksi; 

6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

7. Peraturan Menreri PU No 4 /J>Fa /M / 2011 Tentang 
Pedoman Persyaratan Pemberian IUJKN; 

8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah 
No. 369/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Pemberian 
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 
2016 ten.tang Susunan Perangkat Daerah; 

10.Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederbanaau dan Pelimpahan Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Te du Sa.tu Pintu Kabu ten Maros seba aimana \j 



2. 

3. 

7. 

8. 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilita.s. 

Kompetensi 
Pelaksana 

.Iaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Evaluasi Kinerja 
Pe1aksana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 89 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tenta.ng 
Penyederhanaan dan Pelim.pahan Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal clan 
Pelavanan Teroadu Satu Pintu Kabupaten Maros. 

1. Saran.a: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Wifi, aJat 
penyimpauau data (database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
Inst.alasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang ra-pat/ pertemuan, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip / dokumentasi, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan 1V dan akses 
internet 

1 .  Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP 

2. Pendidikau Selrurang-kurang D3 dan mem.ahami 
dengan baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 

3. Dapat mengoperasikan komputer 
Pengawasan lntemal dilaku.kan langsuug oleh masing­ 
masing Kepa]a seksi dan Kepala Bidang yang dttugaskan 
khusus o:Jeh Kenala DPMPTSP 

1 .  3  Orang di Front Office 
2. 6 Orang termasuk Keoala Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Standar Operational Prosedur {SOP} clan Standar Pe1ayanan 
(SP) yang ber1aku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikau pengaduan dan atau pelaporan sesuai 
denaan oeraturan perundana-undanaan vana berlaku. 
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan akan .mendapatkan jaminan keamanan selama 
di ruang pelayanan {front Office), termasuk keamanan 
berka.s permohonan selama proses ber]angsung bingga 
kepada terbitnya izin, hak at.as informasi sert.a pelayanan 
vane: tenat waktu. 
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelayanan {SP) akan dimouitoring melalui .mekanisme kartu 
kendali, penyelenggaraan Survey Kcpuasan Masyarakat 
{SKM} dan akan dievaluasi miniroal setiap 6 bulan oleh 
DPMPTSP \J 

4. Pengawasan 
Internal 

5. Jumlah 
Pelaksana 

6. Jaminan 
Pe1ayanan 
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• 
ST.AllDAR PELAYAll.A.11 NO. DOK.UMEN: 14/SP/2018 

REVIS I 

IZIJI SARAIIA KESEHAT.All TGL. EFEKTIF: 1 Pebruari 2018 

DP.IIPTSP 

Unit Kerja : Seksi Periziuau mm lion Periziuan 
(1) Kom.ponen Stan4ar Pelayanan yang terkait ctenpn proses penyampaian 

peJayanan (service de.live.ryJ meliputi : 

a. Permohonan Isin Apotek: 
1. Fotokopi Surat Tanda Register Apoteker (STRA) yang 

dilegalisir oleh KFN 
2. Fotokopi Denah Bangunan 
3. Fotolropi Kartu Tanda Penduduk 
4. Fotokopi SWP dan TDP 
5. Surat yang menyatakan status bangunan dalam 

bentuk akte hak miliki/kontrak. 
6. Daftar Asisten Apoteker yang mencantumkan Nama, 

Alamat , Tgl Lulus dan No. SIK 
7. Daftar rincian alat perlengkapan Apotek. 
8. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelo1a Apotek 

bahwa tidak bekerja pada Apotek lain. 
9. Surat Izin Atasan Langsung bagi pemohon PNS, TNI 

dan Polri. 
IO.Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak 

terfibat Pelanggaran Pera.turan PerundAns=undanga.n 

di Bidang Oba.t. 
1 1 .  Rekomendasi dari lkatan Apoteker Indonesia {IAI) 

Kab. Maros. 
12. Fotokopi Sertifikat Kompetensi. 
13. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Maros. 

b. Isin Klinik Kesehatan : 
1.  Fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk 

kepemilikan perorangan 
2. Surat Ketem:ngan Domisili Tempat Usaha 
3. Bukti hak kepemilikan penggunaan Iahan atau izin 

penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan milik 
pribadi atau surat kontrak mjnnnal 5 (lima) tahun 
bagl yang menyewa bangunan untuk 
penyelenggaraan kegiatan; 

4. Dokumen SPPL ( Surat Pernyat.aan Pengelo1aan dan 
Pemantauan Lingkungan) untuk Klinik Rawat Jalan 
dan Do.kumen pengelolaan Jingkungan (UKL) dan 
upaya pemanfaat.an linglrungan (UPL} untuk Klinik 

Rawat Inap dari BLHD. 
5. Daftar Peralatan Medis 
6. Daftar Peralatan Non Medis Penunjang 
7. Daftar Jumlab tenaga medis yang berpraktik di Klimk 

dan mempunyai Surat Ta.nda Register (STR) dan 
SUrat Izin Prnktik (SIP) 

8. Daftar Tenaga kesebatan lainnya yang bekerja di 
klinik dan mempunyai Surat Izin Kerja (SIK) dan 
SUrat 1zin Praktik Apoteker (SIPA) bagi tenaga 
Apoteker. 
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2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

3. Fotokopi Kartu .Penduduk Ass Apoteker 
4. Surat pemyataan t:idak pemah terlibat dalam 

_pelangganm Uudang nndang obat-obatan Bagi 
Asisten Apoteker dan Pem.ilik: Sarana. 

5. Pas Fot.o Ukuran 3 x 4 = 2 lembar 
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemilik Sarana 
7. Surat Perjanjian kerja Ass. Apoteker dengan pemi1ik 

sarana, jika menggunakan sarana orang lain 
8. Daftar peralatan Toko Obat 
9. Denah lokasi ban Toko Obat 

1. Pemohon ke Joket informasi pada DPMP.I'SP 
mengambil Formulir, atau melalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir serta 
memberikan penjelasan terkait kelengkapan do.kumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaft.aran memeriksa kelengkapan 
berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka 
dilakukan registrasi pada aplikasi dan pemohon 
diberikan bukti t.anda terima, 

4. Jika. belum lengka.p, berkas permohonan tidak 
diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pela.ya.nan Perizinan yang ada di 
Back Office, untuk verlfikasi data pada aplikasi clan 
berkas permohonan, -menentukRn bentuk kajia.n da.n 
komposisi Tim teknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika. berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap 
pennohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan 
lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya 
suatu permohonan izin; 

8. Untuk permohonan izin yang ditolak, fun teknis 
menerbitkan surat penolakan untulc d:isam.paika.n. 

lrepada pemohon. 
9. Untuk permohonan Izin yang diterima, akan 

diteruskan ke operator perizinan untuk penceta.kan 
izin; 

10.Izin yang te1ah dicetak diserahkan ke Kepala Seksi 
Perizinan dan non periziDan dan Kabid 
Penyelenggara.an Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.ji.ka datanya benar dipamf dan jika tidak sesuai 
dikembatikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang telah diparaf diteruskan oleh staf perizinan 
ke Kepa]a Din.as DPMPTSP untuk penandatanganan 
izin; 

13.Izin yang telah ditandatangani kepa.Ja DPMPrSP 
diteruskan ke :petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan seJanjutnya 
menyampaikan ke pemohon bahwa Izinnya telah 
selesai dan dapat diambil di loket penyerahan; dan 

14. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
oendaftaran dan kesesuaian identitas oemohon, 

Jangka Waktu 10 (sepuluh) Harl kerja sejak berkas diterima dan 

Pelayanan dinyatakan lengkap dan benar " , 
L__L���__1_������������__,v 
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10.Daftar obat 

11.Struktur Organisasi kepengurusan klinik 

12.Denah Bangunan dan Peta Lokasi Bangunan 
13.Rekomenda.si dari Dinas Kesehat.an Ka.b� Maros 

e, .&in Dokter : 

1. Fotokopi Surat Tanda Register dokter yang 
dit.erbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil kedokt.eran 
Indonesia yang roasib bertaku; 

2. Surat pem.yataan mempunyai tempat praktik atau 
surat keterangan dari sarana peJayanan kesebatan 
sebagai tempat praktiknya; 

3. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai 
tempat praktik; 

4. Pas Foto berwama Ukura.n 4 x 6 seba.nyak 3 {tiga) 
lembar dan Ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga} lembar; 

5. Surat Izin dari pimpinan instansi / saran.a pelayanan 
kesehatan dimana dokter dimaksud bekerja { 
khusus bagi dokter yang be1rerja disarana peJayanan 
kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan 
kesebatan yang ditunjuk pemerintah ); 

6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Maros 

cl. Isin Operasional Puskesmas : 
1. Fotokopi Surat Tonda Register dokter yang 

ditcrbitkan dan dilegalisir as1i oleh Konsil kedokteran 
Indonesia yang masih berlaku; 

2. Surat pemyataan mempunyai tempat praktik atau 
surat ketemngan dari sarana pelayanan kesebatan 
sebagai tempat praktiknya; 

3. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai 
tempat pmktik; 

4. Pas Foto berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) 
lembar dan Ukuran 3 x 4 sebanyak 3 {tiga) lembar; 

5. Surat Izin dari pimpinan instansi / saran.a pelayanan 
kesehatan dimana dokter dimaksud bekerja ( 
khusus bagi dokter yang bekerja. disarana pelayanan 
kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan 
kesehatan yang ditunjuk pemerintah ); 

6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Maros. 

e.. 1.sfn Mendirikan Rumah Sald:t : 

1. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng - 
undangan , kecuali instansi Pemerin.tah atau 
Pemerintah Daerah. 

2. Studi Kelayakan. 
3. Master plan 
4. Detail Engineering Design 
5. Dokumen pengelo1aan dan pemantauan lingkungan 
6. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tan.ah 

atas nama badan hukum 
7. pem:ilik niroab sakit 
8. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan {IMB) 
9. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang 

kesehatan pada Peroerintah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan klasifikasi Rumah Sakit. 

f. &in Toko Obat 

1. Fotokopi fjazah Asisten Apoteker 
2. Fotokopi Surat Tanda Register Tenaga Teknis 

Kefarmasian {STRTTK} \J 



Rp. 0,- (Beba.s Bia.ya) 

1zin Sarana Kesehatan berlaku sesuai STR dari organisasi 
profesi, di cetak di atas kertas Linen Jepang, resmi dengan 
tanda dan can st.emoel basah 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk 
Pelayanan 

I 
6. Penanganan 

Pengaduan, 
saran clan 

masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh 
Kepa]a Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan 
atau staf loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala 
Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket 
pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, 
webs.ire clan email yang telah disiapkan DPMPI'SP 
sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@grnail.com. 
<• Surat pengaduan : JI Asoka Nomor 1 Maros 
•!• Teln I Fax : (0411 l 388 23 96 

2). Komponea Standar Pela}'BDIUl yang terkait dengan proses pengeloJaan 

pelayan.aa di uitemal 01:pnisesi fmannfacturing) meliputi : 

1 DasarHukum 1. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran. 

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesebata.n;. 
3. uu Nomor 44 Tahun 2009 Tenta.ng Ru.mah Sakit. 
4. Peraturan Menkes Nomor 1331/Menkes/ SK/X/2002 

Tentang Pedagang Eceran Obat 
5. Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Klinik. 
6. Peraturan Menkes Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klas.ii.1.kasi Dan Pe.rizinan Ru.mah Sak.it. 
7. Peraturan Menkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat 
8. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 

tentang Penyederbauaan dan Pelimpahan Keweuangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal clan 
Pelayanan Terpadu Sa.tu Pintu Kabupaten Maros 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua At.as Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan 
Kewenangan Perizin.an pad.a Dinas Pen.anaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kahupaten Maros. 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

2. 1. Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CC1V, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Wif4 alat 
penyimpanan data (database), alat kontrol, alat 
telekomunikast, sarana kebersihan dan keindabau 
Kantor. 

2. Prasarana; 
InstaJasi listrik, telpon., ruang server, ruang kerja, 
ruang rapa.t/ pertemuan, ruang pe1ayanan, rnang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dolrumenta.si, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas : 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber 
AC, Lapangan Par.kir Gratis., sarana hiburan TV dan 
akses internet \J 
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3. Kompetensi L Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
Pelaksana rnemiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 

Pe1ayanan di DPMPTSP 
2. Pendidikan Sekurang-ku.rang 03 dan memabami 

dengan baik berbagai regu]asi t.erkait Perizinan. 
3. Daoat meneooerasikan komputer 

4. Pengawasan Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing- 
Internal masing Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskan 

khusus oleh Keoala DPMPI'SP 
5. Jum.Jah 1.  3 Orang di Front Office 

PeJaksana 2. 6 I m��· termasuk 'V .--"1- Dmas di Ba.Ck Office 

6. Jaminan Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Pe1ayanan Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar 

Pe1ayanan (SP} yang berlaku, dan jika tidak sesuai, 
pemohon dapat menyampaika:n pengaduan dan atau 

pe]aporan sesuai dengan pemtumn perundang-undangan 
yang berlaku. 

7. Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosed.Ur yang telah 
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama 
Keselamatan di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan 
PeJayanan berms permohonan selama proses berlangsung bingga 

kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan 
vana teoat waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayarum {SP} akan dimon.itoring me1alui mekanisme 

kartu kendali., penyelenggaraan Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 
bulan oleh DPMPI'SP \J 



• 
STAimAR PELAYABAll NO. DOKUMEN: 15/SP/2018 

REVIS! 
IZlll PRAKT.EK D� B'ERJA TGL. EFEKTIF : I Pebruari 2018 DPMPTsP TENAGA KESEHATAN 

Unit Kerja : 8eksi Perizinan dan Kon Perizhum 
(1) .Kompoaen Standar Pelayan.an yang terlmit deagan pr- 1es penyampaien 

pela:,anan fserrice delivay) meliputi : 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

bin Praktek dan &rja Tenaga Kesehatan : 

1.  F?tokopi Surat Tanda Register (STR) yang masih 
berlaku sesuai Profesi; 

2. Surat keterangan sebat da:ri dokt.er; 
3. Pas fot.o 4 x 6 cm sebanyak 2 (du.a) Jembar; 
4. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelaya.nan 

kesehatan; 
5. Rekomendasi dari organisasi profesi; dan 
6. Rekomendasi Dari Dinas Kesehat.an. 
1. Pemohon ke loket informasi pada DPMPrSP 

mengambil Formulir, atau me1alui Website. 
2. Petugas 1oket informasi menyerahkan formulir serta 

memberikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan clan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftarnn memeriksa .kelengkapan 
berkae perm.ohonan, jika. dinya.t.aka.n lengka.p, ma.ka 

dilakukan registrasi pada aplikasi dan pemohon 
diberikan bukti tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi [daftar] dan dikembali1um ke pemohon 
untuk: dilengkapi; 

5. Ber.kas permohonan yang telah dinyat.akan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ada di 
Back Office, untuk verifikasi data pad.a aplikasi dan 
berkas permohonan, menentukan bentuk kajian dan 
komposisi Tim teknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis mela.kukan kajian teknis terhadap 
permohonan :izin yang diterima, melakukan kunjungan 
lapangan jika diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya 
suatu permohonan izin; 

8. Untuk permohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penola.kan untuk: disampaikan 
kepada pemohon. 

9. Untuk permohonan 1Z1Il yang diterima, akan 
diteruskan ke operator perizinan untuk pencetakan 
izin: 

10. Izin
1 

yang telah dicetak diserabkan ke Kepa]a Sek�i 
Perizinan dan non perizinan dan Kabid 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinao untuk diperiksa 
kesesua:ian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 

dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 
12.Izin te1ah di diteruskan oleh staf rizinan \) 



3. 

4. 

5. 
Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan 
masukan 

ke Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan 
izin; 

13.Izin yang telah ditandatangani kepala DPMPTSP 
diteruskan ke petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya telah 
selesai dan dapat diambil di loket penyerah.an; dan 

14.Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 

ndaftaran dan kesesuaian identit.as mohon. 
10 (sepuluh) Harl kerja sejak ber.kas diterima dan 
din atakan len ka den benar 

Izin Praktek dan kerja Kesehatan berlaku berd.asarkan 
STR sesuai profesi, di cetak di atas kertas Linen Jepang, 
resmi den tandatan dan ca stem l basah 
1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh 

Kepala Seksi Pengawasan, Pengaduan dan PeJaporan 
atau staf loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala 
Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikau melalui loket 
pengaduan, .kotak saran, SMS� Telepon, Faximile, 
website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut : 
+!• Websit:e: dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@gmail.com. 
•) Surat pengaduan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
•:• Tel Fax : 0411 388 23 96 

2). Kom.poaea Standar Pelayaaaa yang terkait .de.apa proses pengelolaao 
pelayanaa 4i iDtemal oqanisasi (man.ufacturtnm mellputl : 

1 

2. 

DasarHukum 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

1. UU Nomor 29 Tahun 2004 
Kedokteran. 

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesebatan;. 
3. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 
4. Peraturan Menkes Nomor 1331/Menkes/ SK/X/2002 

Tentang Pedagang Eceran Obat 
5. Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentaug 

Klinik. 
6. Peraturan Menkes Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 
7. Peraturan Menkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat 
8. Peratu.ran Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 

tentang Penyederbanaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Perizinan pad.a Dinas Penauaraan Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maro� 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan 
Kewenangan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pe anan Te du Satu Pintu Ka.bu ten Maros. 

1. Sarana: · alm · Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, an, 
komputer Printer Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kamera, ' Proyektor, Lemari Arsip, W� alat 

n · data database alat kontro alat \.) 



telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang .rapat/ pertemuan, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/ dokumentasi, 

ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 
3. Fasilitas: 

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu her 
AC� Lapengan Parkir Gratis, sarana hiburan 1V dan 
akses internet 

3. Kompetensi 1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah 
Pelaksana memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 

Pelayanan di DPMP'fSP 

2. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memabami 
dengan baik berbagai regulasi terkait Perizinan. 

3. Daoat menzooerasikan komputer 
4. Pengawasan Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing- 

Internal roasiog Kepala Seksi clan Kepa]a. Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Kenala DPMPTSP 

5. Jnm]ah 1. 3 Orang di Front Office 
Pelaksana 2. 6 Oranz termasuk Kepala Dinas di Back Office 

6. Jamin.an Permohonan Izin ak-an diproses minimal sesuai dengan 
Pelayanan Standar Operational Prosedur {SOP) dan Standar 

Pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, 
pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan a tau 
pelaporan sesuai dengan peraturan pernndang-undangan 
yang ber.Iaku. 

7. Jami.nan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
Kesroanan dan ditetapkan akan mendapatkan jarninan kearoanan selama 
Keselamatan di ruang pelayanan {front Office), termasuk keamanan 
Pelayanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 

kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan 
yang teoa.t waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesua:ian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme 

kartu kendali, _penyelenggaraan Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM} dan akan dievaluasi minimal setiap 6 
bulan oleh DPMPTSP 



• 
STAll'DAR PBLAYA!fil NO. DOKUMEN: 16/SP/2018 

REVIS I : Desember 2018 
lZlll PEln'ELEllGGARA.All TGL. EFEKTIF � Januari 2019 

DP.ltf.PTSP LBMBAGA PELATIIIA1' KERJA 

UDit Keija : Seksi Perizinan dan lion Peridnan 
(1) .Kompo.aea Stander Pelayanaa yang terkait denpa proses penyampaian 

pela:,amm tservice 4elivezy) meliput1 : 

Persyaratan Permohonan Isi.n Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan 
Kerja: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. Fotokopi SIUP /TOP keeua.li yang berbentuk Ya.yasan.; 
3. Surat Pennohonan yang ditanda tangani diatas materai 

oleh pendiri; 
4. Foto Copy KTP pemohon; 
5. Lokasi dan tempat kedudukan Lembaga Pelatihan yang 

akan didirikan yang disertai gambar / denah lokasi 
yang dilretahui oleh Kepa1a Desa I Lurah dan Camat 
stempat; 

6. Akta Notaris Pendirian Yayasan, Perkumpulan, dan 
badan lain sejenis yang telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang; 

7. Gambaran Profi.l bangunan fisik dan lingkungan 
sekolah dengan detail peletakan bangunan disertai foto 
- foto; 

8. Surat Pernyataan pencliri bermaterai mengenai status 
kepemilikan tanah, gedung dan fasilitas lainnya; 

9. surat Pemyataan keabsaban dan kebenaran atas 
dokumen pendaftaran. 

IO.Surat Pernyataan Tetangga (Disabkan oleh 
Dusun/Llngkungan, Desa/Lurah dan Ca.mat setempat 
) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

1 1 .  Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan 
12.Daftar Susunan Pengurus disertai struktur organisasi 

dan dilengkapi dengan .identitas nama, tempat/ranggal 
lahir, pekerjaan, pendidikan dan lain - la.in dengQD. 

dilampiri Curriculum Vitae (CV) yang ditanda tangani 

Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosed.Ur 

2. 1. Pemohon ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 
Formulir, atau :melalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir serta 
memberikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa lrelengkapan 
berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka 
dil.akukan registrasi pad.a aplikasi clan pemohon 
diberikan bukti tanda terima, 

4. Jika belum Iengkap, berkas permohonan tidak 
diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengk.api; 

5. Berkas pennohonan yang teJah dinyat.akan lengkap 
diteruskan oleh staf perizinan ke Bidang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ada di Back 

Office, untuk verifikasi data pada aplikasi dan ber.kas 
permohonan, menentukan bentuk kajian dan 
komposisi Tim teknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika berkas t.idak sesuai dikembalikan ke loket 

1__�_1_�����___.1_���nd�aftaran��1·�������������--'\j 



3. 

4. 

5. 

6. 

Jangka Waktu 
Pelavanan 
Biaya/Tarif 
Produk 
Pelayanan 

Penanganan 
Pengaduan, 
sarandan 

masukan 

7 · Tim !eknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanJutnya . �e� . .kajian teknis terhadap 
permohonan 1ZIIl yang diterima, melakukan kunjungan 
lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan BAPL dan rekomendasi diterima atau 
ditoJaknya suatu pennohonan izin kepada Kepala 
DPMPrSP; 

8. Untuk permobonan izin yang ditolak tim teknis 
menerbitkan surat penoJakan untuk di�rnpaikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan :izin yang diterima, a.kan diteruskan 
ke operator perizinan untuk pencetakan izin· 

10.� !ang te.lah dicetak diserahkan 1re K;pala Seksi 
Penzman dan non perizinan dan Ka bid 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dilrembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang tela.h diparaf diteruskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPI'SP untuk penandatanganan izin; 

13.lzin yang telah ditandatangani kepala DPMPTSP 
diteruskan ke petugas penyerahan .izin untuk 
registrasi dan distempel dan se1anjutnya 
menyampailran ke pemohon bahwa iz.innya telab selesai 
dan dapat diam.bi! di loket penyerahan; rum 

14.Petugas Loket Penyerahan menyerabkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
pendaftaran dan kesesuaian identitas nemohon. 

5 {lima) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyat.akan 
lenekau dan benar 
Rp, 0,- [Bebas Biava) 
Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja di cetak di 
atas kertas Linen Japang, resmi dengan tandatangan dan 
can stenroel basah 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasa.n, Pengaduan dan Pe1apora.n ata..u eta..£' 

loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket 

pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, 
website rum email yang telah disiapkan DPMPrSP 
sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dpmptspmaros@gmail.com. 
•!• Surat pengaduan : JI Asoka Nomor 1 Maros 
•> Telp I Fax; {0411} 388 23 96 

2). Kompoae.n standar Pelayan.an yang terkait dengan proses pengeloJaaD 
pelayauaa 41 iatenaal organisesi (men11fectnring) .mellputi : 

DasarHukum 1 1. UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan 

2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
3. uu Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
4. pp Nomor 97 Tahun 2012 Tent.ang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas Dan Retnousi Perpanjangan 
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

5. Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

6. Peraturan Menaker Nomor 35 Tahun 2015 Tent.ang 
Perubaban Atas Peratnran Menaker Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Tata Cara Penggnoaao Tenaga Kerja 

L__�J_�����_J_�A�s�in�����������������\J 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

8amna, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

Kompetensi 
Pelaksana 

Pengawasan 
Internal 

Jum]ab 

Peiaksana 
Jaminan 

Pelayanan 

Jaro:i:nan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

7. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tent.ang 
Penyederhanaan clan Pelimpahan K.ewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pela.yanan Terpa.du Satu Pmtu Kabupaten Maros 
sebagaimana telah diubah dengan Per.aturan Bupati 
Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan 
Kewenangan Perizinan pad.a Dinas Penanaman Modal 
dan Pcla.vanan Teroo.du Satu Pintu KabuDf:lten Ma.ms. 

L Sarana: 
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Seiver, Scanner, CC1V, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Wifi, alat 
penyimpanan data (database), aJat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, 
ruang rapat/pertem.uan, ruang pelayanan, ruang 
pengaduan, ruang penyimpanan arsip/ dokumentasi, 
mang sistem kontrol, rnang entry data, gudang arsip, 

3. Fasilit.as : 
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses 
internet 

1. Pendidikan sekurang-kura:ngnya SLTA dan telah 
memiliki Sertifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPTSP 

2. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahami 
dengan baik berbagai regulasi terkait. Perizinan. 

3# Dan.at mene:onemsikan • uter 

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing­ 
masing Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Kepala DPMPTSP 

1. 3 Orang di Front Office 
2. 6 Orana termasuk -::.� · Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 
Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP) yang berlaku, dan jika ti.dak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai 
dengan neraturan 'oerundene-undanaen van� berla.ku. 
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama 
di ruang pe1ayanan (front Office}, termasuk keamanan 
berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan 
van� teoat waktu. 
Kesesuaian proses pelayanan terbadap SOP dan Standar 
Pelayanan (SP) akan dimonitoring meJalui mekanisme kartu 
kendali, penyelenggaraan Smvey Kepuasan Masyarakat 
(SKM} dan akan dievaluasi m:iuiroal setiap 6 bulan oleh 
DPMPTSP \) 



• 
STAllDAR PELAYA.11'.All' NO. OOKUMEN : 20/SP/2018 

REVIS I : Desember 2018 

IZill OPERASIOllAL TGL EFEK11F : Januari 2019 

DPMPTSP PENYELERGGARAAN 

SARANA PEllDIDIKAN 
DISELElfGGARAKAII OLER 

MASYARAKAT 

Unit Kerja : Seksi Perizinan dan Kon Perizinan 
(1) Kompoaen 8tandar Pe1ayaaan yanc terbtt deapa proses penyampaian 

.pelayaaan (service cleHveryt meliputi : 

Persyaratan L, Permohonan lsin Operastonal 
(Perpanjangan/Pemutakhtran} Pendidikan Dasar Dan 
Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat : 

1.1. Sekolah Negeri sebagal berlkut : 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon/kepala 

Sekolah. 
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Maros; 
3. Profil SekoJah . 

1.2. Sekolah Swasta sebagai. berikut : 
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh 

pendiri/ yayasao; 
2. Memililti lokasi 1aban yang je1as, dibuktikan 

dengan dokumen sah (Sertifikat) dan tidak dalam 
sengket.a; 

3. Surat keterangan/ rekomendasi persetujuan 
opera.sional sekolah dari desa./lurah yang 
diketahui camat setempat; 

4. Fotokopi Akta Pend.irian yayasan; 
5. Profi1 Pendjdikan ( Memililc:i Siswa, Sarana dan 

Prasarana, SDM tenaga pengelola 
adminstrasi,Tenaga pengajar pendidik dan 
kependiclikan) 

6. Su.rat pernyataan pendiri/ yayasan 
penyelenggaraan pendidikan wajib mendanai 
segala kebutuhan dan proses belajar mengajar 
secara berkesinambungan; 

7. Memiliki dokumen program rencana 
pengembangan sekolah 

8. Fotokopi rekening sekolah; 
9. NPWP Kabupaten Maros. 

2. Permohonan Pendtrian dan Izin Operasional serta 
Evaluasi Penye'lenggaraan Pendidikan Sekolah 
Swasta.. atau yang diselsnggarakan o'leh 
mczsga.rakat (PAUD} : 

2.1. Isln. Operasi.onal Pen.didikan An.ale Usia Dint 
(PAUD} 

Persga.ratan Permohoncm &in opera.sion.a.l: 
1. Foto copy KTP pemohon; \J 

'--�-1�������_..1_�2�-�Pro�fil�l�e�m�ba��a�Id�en�ti�·ta�s�le=m�ba==�a2·�������--' 



3. Foto copy Izin Terdaftar sebelumnya; 
4. Surat Rekomendasi dari Lurah/Kepdes setempat 
5. Surat Kete:rangan Domisili 1embaga pemohon dari 

Lurah/Kepdes setempat; 
6. Foto copy Akte Not.aris pendirian lembaga Bukti 

kepemilikan 1ahan dan bangunan lembaga (Milik 
sendiri/Kontrak/Pinjaman); 

7. Surat Keputusan pendirian/pembentukan dan 
pengurus lembaga dari pihak Yayasan apabila 
dibe.wah naungan Yayasan; 

8. Foto copy NPWP lembaga; 
9. Rencana Program Pembe1ajaran (RPPJ yang 

digunakan; 
10. Visi dan Misi lembaga; 
11. Struktur organisasi lembaga; 
12.Foto copy ljazah terakbir pengelo1a dan penclidik 

(Sertifikat Kompetensi jika memiliki}; 
13.Data Peserta Didik lembaga tahun ajaran 

berlangsung; 
14.Data Sanma dan Prasarana yang dimiliki. 
15.Foto papan Iembaga, Foto tampak depan dan foto 

suasana pembeJajaran siswa; 
16.Peta/Denah lokasi lembaga; 
17. Pas foto Pengelola lembaga ukuran 3x4 warna (2 

Lem bar); 
18.Format instrumen verifikasi lembaga yang ditanda 

tanga:ni oleh Pengawas/ Penilik; 
19. Permohonan dibuat dengan sampul tulisan 

"PROPOSAL PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL" 
20.Perm.ohonan Izin Operasioanl dibuat da1am 2 

rangkap. 

Permohonan. Pe,panjanga.n: 
1.  Fotokopi izin lama 
2. Foto copy KTP pemohon; 
3. Foto copy Izin Operasional sebelumnya; 
4. Foto copy Akre Notaris pendirian lembaga; 
5. Foto copy NPWP lembaga; 
6. Foto copy NPSN lembaga; 
7. Foto copy Sertifikat Akreditasi lembaga ( jika 

memiliki ); 
8- Struktur organisasi lembaga; 
9. Foto copy Ijazah tera.kbir pengelola dan pendidik 

(Milik sendiri/Kontrak:/Pinjaman ); 
10. Data Peserta Didik lembaga tahun ajaran 

berlangsung; 
11.Foto pa.pan Iembaga, Foto tampak depan dan foto 

suasana pembeJajaran siswa; 
12.Pas 1bto Pengelola lembaga ukuran 3x4 wama (2 

Lem bar); 
13.Form.at instrumen verifikasi lembaga yang ditanda 

tangani oleh Pengawas/ Penilik; 

14.Permo.honan dibuat de.ngan sampul tulisan 
"PROPOSAL PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN 

OPERASIONAL". 
15.Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dibuat 

dalam 2 rangkap 



-,. 

2.2. Inn Operasional Pendidlkan Kursus dan Pelatihan 

PemohDna.n bin Operasional: 
1. Fot:o copy KTP pem.ohon 
2. Prom lembaga Kursus/Identitas lembaga Kursus 
3. Foto copy Izin Terdafta.r sebelumnya 
4. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepdes setempat 
5. Foto copy Akte Notaris pendirian lembaga kursus 
6. Foto copy Akre Notaris Yayasan bagi lembaga kursus 

yang berada dibawah binaan Yayasan. 
7. SK pendirian/pembentukan pengurus dan pendidik 

lembaga kursus yang berada dibawah binaan 
Yaya.san 

8. Bukti kepemiJikan tempat kursus (Milik 
sendiri/Kontrak/Pinjam) 

9. Foto copy NPWP lembaga 
10.Foto copy St.andar Kompetensi Lulusan {SKL) 

/Program Pembelajaran yang digunakan 
11 .  Visi dan Misi lembaga 
12. Stru.ktur organisa&i pengelola LKP 
13. Daftar riwayat hidup pengelola dan pengajar 
14.Foto copy Ijazah terakhir pengelola dan pengajar 

{Sertifikat Kompetensi jika memiliki) 
15. Data Sarana dan Prasarana belajar yang dimiliki 
16.Data Peserta Didik lembaga tahun ajaran 

berlangsung 
17.Foto papan lembagR¥ Foto t.i:unpetk dPpA:n L>:inhA-gA­ 

dan foto suasana pembelajaran 
18.Pas foto Pengelola lembaga ukuran 3x4 warna (2 

Lem bar) 
19.Format instrumen veritikasi lembaga yang ditanda 

tangani oleh Penilik kursus 
20.Peta/Denah lokasi lembaga 
21. Permohonan dibuat dengan sampul tulisan 

"PROPOSAL PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL". 
dan 

22. Per.mohona.n Izin Opem.sional dibuat dalam 2 
rangkap. 

Pemohonan Perpanjangaa : 

1. Foto copy KTP pemohon; 

2. Foto copy Izin Operasional sebelumnya; 
3. Foto copy Akte Notaris pendirian lembaga kursus 

4. Bukti kepemilikan tempat kursus (Milik 

sendiri/ Kontrak/Pinjaro); 
5. Foto copy NPWP, N.PSN lembaga; 

6. Foto copy Serti:fikat Akreditasi lembaga (Jika 

memiliki); 
7. Foto copy Ijazah terakhir pengelola da.n pengajar 

(Sertifikat Komperensi jika memiliki); 
8. Data Peserta Didik lembaga tahun ajaran 

berlangsung; 
9. Foto papan lembaga, Foto tampak depan lembaga 

dan foto suasana pembelajaran; 

IO.Pas tbto Pengelola lembaga ukuran 3x4 warn.a (2 

Lem bar); V 



11.Format mstrumen verifikasi lembaga yang ditanda 

tangani oleh Penilik kursus; 

12.Permohonan dibuat dengan sampul tulisa.n 
"PROPOSAL PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN 

OPERASIONAL". dan 
13.Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dibuat 

dalam 2 rangkap. 

a.a. z.tn Opera.siana1 Pendidikan. Pusat Kegitda.n. 
Belajar Masyarakat (PKBMJ : 

Permohonan Bani : 

1. Fotokopi KTP pemohon; 
2. Rekomendasi persetujuan dari Kepala U.PT Dinas 

Pendidilcan Kecamatan setempat; 
3. Rekomendasi persetujuan dari Kepa.Ja Desa/Lurah 

setempat; 
4. Keterangan domisili -Satuan Pendidikan/Lembaga 

dari .Kepala Desa/Lurah setempat 
5. Fotokopi Akta Notaris Satuan Pendidikau/Lembaga 
6. Fotokopi Akta Notaris Yayasa.n bagi Satuan 

Pendidik:an/Lembaga yang berada dibawah binaan 
yayasan 

7. SK Asli Yayasan tentang Pembentukan Susunan 
Penguru.s, Pendidik dan tenaga kependidikan pada 
Satuan Pendidikan/Lembaga yang dibawah binaan 
yayasan; 

8. SK Asli tentang Susunan Pengurus, Pendidik dan 
tenaga kependidikan pada Satuan 
Pendidikan/Lembaga yang bukan dibawah binaan 
yayasan; 

9. Fotokopi Rencana Kerja Kegiatan Pembelajaran 
{RKKP) Tahunan yang dimiliki Satuan 
Pendidikan/Lembaga; 

10.Fotokopi ijasah terakhir Pengurus, Pendidik Satuan 
Pendidikan/Lembaga masing-masmg; 

11.Data sarana prasarana belajar dan manajemen yang 
diroiJiki Satuan Pendidikau/Lembaga; 

12.Data siswa peserta didik Satuan 
Pendidikan/Lembaga sesuai tahun pembe1ajaran 
berlangsung; 

13.Foto-foto gedung tam.pak depan dan beJakaog, ruang 
belajar, ruang teori dan alat praktek/peraga yang 

diroiJiki serta situasi pembelajaran; 
14. Pas foto warna ulruran 3x4 cm = 1 lbr 

Permoho.n.an Perpa.nJa:n.gan. PKB1ll : 

1. Fotokopi Izin PKBM lama; 
2. Fotokopi KTP pemohon; 
3. Surat Keterangan Sa.tuan Pendidikan/Kelembagaan 

yang masih aktif/Operasional dari Kepala UPI' 
Peodidikan Kecamatan dan .Kepala Desa/Lurah 
setempat; 

4. Keterangan domisili Satuan Pendidikan/Lembaga 
dari Kepala Desa atau Lurah setempat; 

5. Fotokopi Akta Notaris Satuan Pendidikan/Lembaga 
6. Fot:olropi AJcta Notaris Yayasan bagi Satuan 

Pendidikan/Lembaga yang berada dibawah binaan 
yayasan; � 



2. Sistem, 
Mekanisme clan 
Prosedur 

3. Janeka Waktu 

7 · Foto�o!>i ijasah terakhir Pengurus, Pendidik Satuan 
Pend1ctikan/Lembaga masing-masing = 1 rangkap 

8. ��. � prasarana belajar dan manajemen yang 
dnmtiki Satuan Pendidikan/ Lem.ba.ga· 

9. Data. . siswa peserta didik Satuan 
Pend1dikan/Lembaga sesuai tahun pembelajaran 
berlangsung; 

10.Fotokopi Sertifikat NPSN dan Akreditasi 
11.Foto:fotn gedung tampak depan dan belakang, ruang 

�UJJar� .ruang teori dan alat pmktek/ peraga yang 
dunilild serta simasi pembelajanm 

12.Pas foto wama u.kuran 3x4 cm =  1  lbr (pemohon} 

1. Pemohon .ke loket informasi pada DPMPTSP mengambil 
Formulir, atau me1alui Website. 

2. Petugas lolret informasi menyerabkan formulir serta 
memberlkan penjelasan terkait kelengkapan dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran jika sudah lengkap; 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan 
�kas pe� j.ika dinyata.kan lengkap, maka 
dilakukan registrasi pada aplikasi clan pe.mohon 
diberikan bukti tanda terima. 

4. Jika belum lengkap, berkas permohonan tidak 
cliregistrasi {daftar) dan dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh 91:Qf" perimnan ke Il:ida..ns 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang ad.a di Back 

Office, untuk veri:fika.si data pad.a aplikasi dan berkas 
permohonan, menentukan bentuk kajian clan 
komposisi Tlm teknis dan paraf lembar kendali; 

6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke Ioket 
pendaftaran; 

7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, 
selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap 
permohonan izin yang diterima, meJakukan k:unjungan 
.lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut 
menerbitkan. rekomendasi diterima atau ditolaknya 
suatu permohonan .izin; · 

8. Untuk pennohonan Izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penoJakan untuk disampaikan 
kepada pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang ditertma, akan ditemskan 
ke operator perizinan untuk pencetakan izin; 

10.Izin yang telah dicetak diserahkan ke Kepala Seksi 
Perizinan dan non perizinan dan Kabid 
PenyeJenggaraan Pe1ayanan Perisinan untuk diperiksa 
kesesuaian data pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12. Izin yang telah diparaf diteruskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPM.PfSP untuk penandatanganan izin; 

13.Izin yang telah ditandat.angani kepa]a DPMPTSP 
d:iteruskan ke petugas penyerahan izin untuk 
registrasi dan distempel dan selanjutnya 
menyampaikan Ire pemohon bahwa izinnya telah selesai 
dan dapa.t diambil di loket penyerahan; dan . 

14.Petugas Loket Penyerahan menyerabkan 1zin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
nendaftaran dan kesesuaian identitas oemohon. 

1 O (sepuluhl Harl kerja seiak berkas diterima dan \.) 



Pelavanan dinvatakan lem,kao dan benar 
4.. Biava/Tarif Rp. 0,- IBebas Biava) 
5. Prociuk 

L Izin Operasional pendidikan dasar dan menengah Pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat meliputi: 
a. Sekolah Negeri tidak ada masa berlaku; dan 

2. 
b, Sekolah swasta berlaku 5 (lima) tahun, 

Izin Operasional penyeJcnggaraan. satuan pendidikan meliputi: 
a. Permohonan barn berlaku 2 (dua) tahun; dan 
b. Permohonan Perpanjangan berlaku 5 [lima] 

tahun. 
3. dicetak atas kertas Linen Japang, resmi dengan tanda dan r.An stemoel basah 6. Penanganan 1.  Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Pengaduan, Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf sarandan loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. masukan 2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket 
pengaduan, 1rotak saran, SMS, Telepon, Faximile, website dan email yang telah disiapkan DPMPTSP 
sebagai berikut: 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, 

Email : dRm:gts:gmaro§@l!mail.com. 
+ Surat pengaduan : Jl Asoka Nomor 1 Maros 
·:· Teln I Fax: l041ll 388 23 96 

2). Kompoaea Stands• PeJaya.aaa yang terJrait 4enpa p.roses ,PeageJoJean 

pelayanaa d.i ia.temal orgeufsesl (Ulall.11facturi 1Deltputl : 

1 

2. 

Dasar Hukum. 

Sarana, 
Prasarana, 
dan/atau 
Fasilitas. 

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Si.stem- Nasional 
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPrEK 

2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penerbitan Rekom..endasi Penelitian, 
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 
7 Tahun 2014 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Susunan Perangkat Daerah 

4. Peraturan Bupati Ma:ros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 89 
Tahun 2017 tentang Pernbahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang 
Penyederbauaan dan Pelimpaban Kewenaugan 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pela anan Te du Sa.tu Pin.tu Kabu ten Maros. 

1.  Sarana: 
Meja, kursi, a1at tulis kantor, checklist, almari, 
komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, 
Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, W� alat 
penyimpanan data (database), alat kontrol, alat 
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan 
Kantor. 

2. Prasarana: 
Instalasi Iistrik, telpcn, ruang server, ruang kerja, 
ruang rapat/ pertemuan, ruang pe�ayanan, man? 
pengaduan, ruang penyimpanan ars1p/ dokume°:tas1, 
ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. 

3. Fasilitas: \.) 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kompetensi 
Pelaksana 

Pengawa.san 
Internal 
.Jumlah 
Pelaksana 
Jamin an 
Pelayanan 

Jaminan 

Keamanan dan 

Kese1amatan 
Pelayanan 

Evaluasi Kmerja 
Pelaksana 

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, 
Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses 
internet 

1. Pendidikan selmrn.ng-kumngnya SLTA dan telah 
memiliki Sert.ifikat Service Excellent bagi Petugas 
Pelayanan di DPMPI'SP 

2. Pendidikan Sekurang-kurang 03 dan memahami 
dengan baik berbagai reguJasi terkait Perizioan 

3. Da at men o rasikan kom uter 
Pengawasan Internal diJakukan 1angsung oleh masing­ 
masing Kepala Seksi clan Kepala Bidang yang ditugaskan 
khusus oleh Ke la DPMPTSP 

L 3 Orang di Front Office 
2. 6 termasuk K Dinas di Back Office 

Permohonan Izin akan diproses minimal sesuat dengan 
Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
{SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai 
de raturan berlaku. 
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan akan mendapatkan jam:irum keamanan selama 
di ruang pelayanan (front Office], termasuk keamanan 
berkas permohonan selama proses berlangsung hingga 
kepada terbitnya izin, hak atas infonnasi serta pelayanan 

te twaktu. 

Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP clan Standar 
Pelayanan {SP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu 
kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat 

{SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh \) 
DPMPTSP 



• 
STAlO>AR PELA.YA!fAB' NO. OOKUMEN: 21/SP/2018 

REVIS1 . 

. 

IZDI PARALEL TGL. EFEKTIF: Januari 2019 

DPMPTSP 

U:nit .Kerja :Seksi Periziuan daa lion Perizina.n 

(l)Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pe1ayanan Csemee cleliveryJ meJiputi : 

a. SIUP /TDP dengan. 1U1 (Paket 1, : 

1 .  nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. fotokopi akt.a notaris Pendirian Perusahaan; dan 

atau fotokopi Akte Perubahan Perusahaan yang telah 
didaftarkan pada pengadilan negeri (berbentuk CV); 

3. fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum 
Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (berbentuk PT); 

4. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah 
mendapatkan Pengesahan dari instansi yang 
berwenang (berbentuk koperasi); 

5. surat Pernyataan mematuhi ketentuan 
pembangunan Pabrik dan sarana industri; 

6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
dari penanggung jawab/ direktur utama Perusahaan; 

7. pas foto Penanggung jawab atau Direktur Uta.ma 
Perusahaan ukuran 3x4 cm 4 (empat) lembar; 

8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
kabupaten Maros; 

9. surat Pernyataan Tetangga {Disahkan oleh 
Dusun/Lingkungan, Desa/Lurah dan Cam.at 
setempat ) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

10. surat Pernyataan Keabsahan clan Kebenaran atas 
dokumen; 

1 1 .  fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 
12. bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan 
13. fotokopi Rekomendasi/ kartu BPJS 

Ketengakerjaan/Kesehatan. 

b. SIUP/TDP dengan TDUP {Paket ll) : 

1 .  nomor Induk Berusaha {NIB); 
2. fotokopi akta notaris Pendirian Perusahaan; dan 

atau fotokopi Akte Peruba.ban Perusa.haan yang 

telah didaftarkan pada pengadilan negeri (berbentuk 
CV); 

3. fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum 
Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (berbentuk PT); 
4. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah 

mendapatkan Pengesahan dari instansi yang 
berwenang (berbentuk koperasi); 

5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
dari pena:nggungjawab/direktur utama Perusahaan; 

6. pas foto Penanggung jawab atau Direktur Uta.ma 
Perusahaan ukuran 3x4 cm 2 (dua) lembar; 

7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
kabu ten Maros; \) 



8. surat Pernyataan Tetangga (Disahkan oleh 
Dusun/Lingkungan, Desa/Lurab dan Carn.at 
setempat] dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

9. surat Pemyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen; 

10. fotokopi Izin Menclirikan Bangunan; 
1 1 .  bukti pembayaran PBB tahun terakhir; 
12. fotokopi Rekomendasi/ kartu BPJS 

Ketengakerjaan/Kesehatan; 
13. surat Pemberitahuan Pendirian Usaha untuk usaha 

mikro dan kecil (dari yang bersangkutan kepada 
Kepala Kelurahan/Desa); 

14. surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan 
Perusahaan/Usaha akan mengurus 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Laik Sehat dari 

instansi yang berwenang paling lama 3 bulan sejak 
TDUP diterbitkan, untuk usaha daya ta.rik wisata 
yang memiliki fasilitas makanan dan minuman; 

15. surat Pernyataan Pemilik/ Pirnpinan 
Perusahaan/Usaha akan mengurus 
Sertifikat/Rekomendasi/Keterangan Kualit.as Air 

paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk 
usaha pemandian air panas alami; dan 

16. fotokopi izin SPPL/Izin Lingkungan dari Dinas 
Llngkungan Hid.up Kah. Ma.ros. 

e, SJUP /TDP dengan J.zin Sarana Apotek (Paket m) : 

1. nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. fotokopi akta notaris Pendirian Perusahaan; dan 

atau fotokopi Akte Perubahan Perusahaan yang telah 
didaftarkan pada pengadilan negeri (berbentuk CV); 

3. fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum 
Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia {berbentuk PT); 

4. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah 
mendapatkan Pengesahan dari instansi yang 
berwenang {berbentuk koperasi); 

5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masib berlaku 
dari penanggungjawab/direktur utama Perusahaan; 

6. pas foto Penanggung jawab atau Direktur Utama 
Perusahaan ukuran 3x4 cm 4 (empat) lembar; 

7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Kabupaten Maros; 

8. surat Pemyataan Tetangga (Disahkan oleh 
Dusun /Lingkungan, Desa/Lurah dan Camat 
setempat) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

9. surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas 
dokumen; 

1 O. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 
1 1 .  bukti pembayaran PBB tahun terakhir; 
12. fotokopi Rekomendasi/ kartu BPJS 

Ketengakerjaan/Kesehatan; 
13. Fotokopi Surat Tanda Register Apoteker (STRA) yang 

dilegalisir oleh KFN 
14. Fotokopi Denah BangunanDaftar Asisten Apoteker 

yang mencantumkan Nama, Alamat , Tgl Lulus dan 
No. SIK; 

15. daftar rincian alat perlengkapan Apotek; 
16. surat Pemvataan dari Anoteker Pengelola Anotek \J 



2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

bahwa tidak bekerja pada Apotek lain; 
17. surat Izin Atasan Langsung bagi pemohon PNS, TNI 

dan Polri.; 

18. surat Pemyataan Pemilik Sarana Apotek tidak 
terlibat Pe1anggaran Peraturan Perundang-undangan 
di Bidang Obat; 

19. rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 
Kah. Maros; 

20. fotokopi Sertifikat Kompetensi; dan 

21.  rekomendasi dari Din.as Kesehatan Maros. 

d. SIUP /TDP dengan JUI dan TDG (Paket IV) : 

1. nomor Induk Berusaha (NIB); 
2. fotokopi akta notaris Pendirian Perusahaan; clan 

atau fotokopi Akte Perubahan Perusahaan yang telah 
didaftarkan pada pengadilan negeri {berbentuk CV); 

3. fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum 
Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia {berbentuk PT); 

4. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah 

mendapatkan Pengesahan dari instansi yang 
berwenang (berbentuk koperasi); 

5. surat Pernyataan mematuhi ketentuan 
pembangunan Pabrik dan sarana industri; 

6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
dari penanggungjawab/direktur utama Perusahaan; 

7. pas foto Penanggung jawab atau Direktur Utama 
Perusahaan ukuran 3x4 cm 6 (enam) lembar; 

8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
ka.bupa.ten Maros; 

9. surat Pernyataan Tetangga (Disahkan oleh 
Dusun/Lingkungan, Desa/Lura.h dan Camat 
setempat) dilampiri Fotokopi KTP tetangga; 

10. surat Pernyataan Keabsaban dan Kebenaran atas 
dokumen; 

1 1 .  fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 
12. bukti pembayaran PBB tahun terakhir; 
13.fotokopi Rekomendasi/ kartu BPJS 

Ketengakerjaan/Kesehatan; 
14. fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan 

gudang dengan pemilik gudang bagi pengusaha yang 
menyewa/memanfaatkan gudang pihak lain; dan 

15. gambar denah atau foto Gudang {lokasi) dimana 
Gudanz tersebut berada 

1. Pemohon ke loket mformasi pada DPMPTSP mengambil 
Formulir, atau meJalui Website. 

2. Petugas loket informasi menyerahkan formulir serta 
memberikan penjelasan terkait kelengkapan dokumen yang 
dipersyaratkan dan menyetor.kannya ke Joket Pendaftaran 
jika sudah lengkap; 

3. Petugas Lolret Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas 
pennohonan, jika dinyat.akan lengkap, maka dilakukan 
registrasi pada aplikasi dan pemohon diberikan bukti 
tanda terima. 

4. Jika belum Iengkap, berkas permohonan tidak diregistrasi 
(daftati dan dikembaiikan ke pemobon untuk dilengkapi; 

5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap 
diteruskan oleh staf perizirum ke Bidang Penyelenggaman 
Pelayanan Perizinan yang ada di Back Office, untuk 
verifikasi data pada aplik.asi dan berkas permohonan, 
menentukan bentuk kaiian dan komnosisi Tim teknis dan \.J 



3. Jangka Waktu 
Pelavanan 

4. Biava/Tarif 

5. Produk 
Pelayanan 

6. Penanganan 
Pengaduan, 
saran dan 

masukan 

paraf lembar kendali; 
6. jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke loket pendaftaran; 
7. Tim . Teknis .sesuai dengan surat tugas yang ada, 

selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan 
izin yang diterima, melakukan kunjungan 1apangan bila 
diperlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan BAPL dan 
rekomendasi diterima atau ditoJaknya suatu permohonan 
izin kepada Kepa]a. DPMPI'SP; 

8. Untuk permohonan izin yang ditolak, tim teknis 
menerbitkan surat penolakan untuk disampaikan ke 
pemohon. 

9. Untuk permohonan izin yang diterima, akan diteruskan ke 
operator perizinan untuk pencetak.an izin; 

10.Izin yang telah dicetak diserahkan ke Kepala Seksi 
Perizinan dan. non perizinan dan Kabid Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kesesuaian data 
pemohon dengan naskah Izin. 

11.jika datanya benar diparaf dan jika tidak sesuai 
dikembalikan ke operator untuk diperbaiki; 

12.Izin yang telah diparaf diteruskan oleh staf perizinan ke 
Kepala Dinas DPMPTSP untuk penandatanganan izin; 

13.Izin yang telah ditandatangani kepala DPMPTSP cliteruskan 
ke petugas penyerahan izin untuk registrasi dan distempel 
dan se1anjutnya menyampaikan ke pemohon babwa izinnya 
telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan; clan 

14. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada 
pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti 
oendaftaran dan kesesuaian identitas nemohon. 

7 (tujuh) Harl kerja sejak berkas diterima dan dinyat.akan 
le - dan benar 
Rn, 0,- lBebas Biava} 

a. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan 
menjalankan kegiatan usaha. 

b. IDP berlaku untuk jangka waktu 5 {lima) tahun terhitung 
mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbabarui paling 
Iambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. 

c. lzin Usaha lndusri berlaku selama Perusahaan lndustri 
yang bersangkutan melakukan keg:iatan usaha Industri 
sesuai dengan IUI yang dimiliki 

d. Tanda Daftar Gudang berlaku se1ama Gudang tersebut 
digunakan untuk menyimpan Barang yang diperda.gangkan 
dan wajib di daftar u1ang setiap 5 {lima) tahun, 

e. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata 
menyelenggarakan usaha pariwisata. 

f. Izin Sarana Kesebatan berlaku sesuai STR dari organisasi 
profesi. 

g. Dicetak di atas kertas Linen Jepang , resmi dengan 
tandatanzan dan can stemnel basah 

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala 
Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Pelaporan atau staf 
loket pengaduan yang ditunjuk oleh Kepa]a Dinas. 

2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, 
kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, website dan email 
yang telah disiapkan DPMPI'SP sebagai berikut : 
+ Website : dpmptsp.maroskab.go.id, Email : 

dpmptspmaros@gmail.com. 
+ Surat pengaduan : J1 Asoka Nomor 1 Maros V 
•) Teln I Fax : 1041 H 388 23 96 



..... 

4. Pengawasan Pengawasan Internal dilakukan langsung o.leh masing-masing 
Internal Kepala Sek.si dan Kepala Birlang yang ditugaskan khusus oleh 

Keoala DPMPTSP 
5. Jumlah 1. 3 Orang di Front Office 

Pelaksana 2. 6 Oram! termasuk Kenala Dinas di Back Office 
6. Jaminan Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan 

Pelayanan Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan 
(SP} yang berlaku, dan jika tida.k sesuai, pemohon dapat 
menyampaikan pengaduan dan ata.u pelaporan sesuai dengan 
oera:turan 

. 

-un 
. 

van� berlaku. 
7. Jamin an Setiap pemohon yang mengilruti prosed.Ur yang . telah 

Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di 
Keselam.atan ruang pela.yanan (front Office}, termasuk keamanan berkas 
Pelayanan permohonan selama proses berlangsung bingga kepada 

terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat 
waktu. 

8. Evaluasi Kinerja Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar 
Pelaksana Pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu 

kendali, penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dan akan dievaluasi minfmal setian 6 bulan oleh DPMPTSP 

P A R  A F  

Sekda 

Asistcn 

Kadis OPMPTSP: __.,�..-L---­ 

Sekrctaris 
Ka!Jid 

Kasubag/Kasi 


